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MOTTO 
 
 
 ِب َنوُنِمْؤ ُتٱ َِللّ  ِِهلوُسَرَوۦ  ِف َنوُدِه ََُٰتَو ِليِبَس ٱ َِللّ  َأَو ْمُكِل ََٰوَْمِبِ ْمُكِل ََٰذ ۚ ْمُكِسُفن
 َنوُمَلْع َت ْمُتنُك نِإ ْمُكَل ٌۭرْيَخ  
  
 “(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui.”1 
 
 
 
                                                          
1 Muhammad Junus, Terjemah Al-Qur’an Al-Karim. (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984), hlm. 
498. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
x 
 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
 
3. Maddah 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
 
xii 
 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
  ليكلا اوفوأفنازيملاو  
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
MOHAMMAD AL AMIN, NIM 14.21.3.1.023, “STUDI KOMPARATIF 
MENGENAI TINDAK PIDANA TERORISME PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA”. 
Penelitian ini membahas tentang kajian analisis perbandingan mengenai tindak 
pidana terorisme dari sudut pandang hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
di indonesia. Tulisan ini mendiskripsikan persamaan dan perbedaan sistem hukum 
pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia dalam menanggapi dan 
menangani tindak pidana terorisme yang termasuk dalam kategori kejahatan luar 
biasa. Mengingat hal tersebut diatas, maka pemberantasnya tentulah tidak dapat 
menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana mengenai tindak pidana biasa 
seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Hal ini akan menjadi menarik 
terlebih dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis komparatif hukum 
pidana Islam yang sudah menjadi mahfum bersama bahwa beragam kejadian 
terorisme yang telah terjadi di indonesia ataupun bahkan dunia dituduhkan kepada 
oknum golongan Islam radikal sebagai dalang utamanya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adlah kualitatif 
liteter yang banyak memerlukan data kepustakaan. Hal itu lantaran kajian dalam 
penelitian ini membahas tentang perbandingan antara sistem hukum pidana Islam 
dan sistem hukum positif di Indonesia. Maka sumber penelitian ini mampu 
memaparkan hasil analisis komparatif mengenai tindak pidana terorisme, baik 
secara tindak pidananya, dasar dan ketentuan sanksinya, serta bentuk 
pertanggungjawabanya. 
Karena penelitian ini sifatnya adalah deskriptif analisis komparatif maka 
hasil penelitianya adalah berupa persamaan dan perbedaan konsep yang dihasilkan 
dari sistem hukum pidana Islam maupun sistem hukum positif di Indonesia dalam 
mengkaji tindak pidana terorisme. Persamaan dari kedua sistem hukum ini 
diantaranya adalah dalam rumusan pendefinisianya serta penentuan batas minimal 
dan maksimal hukum sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak pidana terorisme. 
Sedangkan perbedaan dari kedua sistem hukum ini dalam mengkaji tidak pidana 
terorisme terdapat pada ketentuan subjek hukum pertanggungjawaban pidananya. 
Yakni dalam hukum pidana Islam mengkhususkan hanya kepada perorangan karena 
didasarkan pada pengetahuan (idra>k) dan pilihan (ikhtiya>r) pelaku atau subjek 
hukum. Namun dalam keadaan tertentu sanksi juga bisa diperlakukan untuk 
korporasi dengan metode sadd az-Z}a>riah. Sedangkan dalam hukum pidana positif 
di Indonesia terdiri dari perorangan dan korporasi. Selain itu juga terdapat 
ketentuan bahwa di indonesia terorisme harus dianggap sebagai bukan merupakan 
tindak pidana politik. 
 
 Kata Kunci: Terorisme, hukum pidana Islam, dan hukum pidana positif. 
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ABSTRACT 
 
MOHAMMAD AL AMIN, NIM 14.21.3.1.023, "COMPARATIVE STUDY OF 
CRIMINAL ACTS OF TERRORISM OF ISLAMIC CRIMINAL LAW 
PERSPECTIVE AND POSITIVE CRIMINAL LAW IN INDONESIA". This 
study discusses the comparative analysis of criminal acts of terrorism from the point 
of view of Islamic criminal law and positive criminal law in Indonesia. This paper 
describes the similarities and differences in the Islamic criminal law system and 
positive criminal law in Indonesia in responding to and handling terrorism crimes 
which fall under the category of extraordinary crimes. In view of the above, the 
eradication of course cannot use ordinary methods such as ordinary crimes such as 
theft, murder or ill-treatment. This will be interesting especially in writing this 
thesis using a comparative analysis of Islamic criminal law that has become a shared 
perfume that the various incidents of terrorism that have occurred in Indonesia or 
even the world are accused of being a radical Islamic group as its main mastermind. 
         The research method used in this study is a qualitative literary that requires a 
lot of library data. This is because the study in this study discusses the comparison 
between the Islamic criminal law system and the positive legal system in Indonesia. 
So the source of this research is able to explain the results of comparative analysis 
of criminal acts of terrorism, both in criminal acts, the basis and provisions of 
sanctions, and the form of responsibility. 
         Because this research is descriptive comparative analysis, the results of the 
research are in the form of similarities and differences in the concepts produced 
from the Islamic criminal law system and the positive legal system in Indonesia in 
reviewing criminal acts of terrorism. The similarities of the two legal systems are 
among others in the formulation of definitions and the determination of the 
minimum and maximum legal limits of sanctions imposed on perpetrators not 
criminal terrorism. Whereas the difference of these two legal systems in reviewing 
not criminal terrorism is found in the provisions of the legal subject of criminal 
liability. Namely in Islamic criminal law specializes only in individuals because it 
is based on knowledge (idra> k) and choices (ikhtiya> r) actors or legal subjects. But 
in certain circumstances sanctions can also be treated for corporations with the sadd 
az-Z} a> riah method. Whereas in positive criminal law in Indonesia consists of 
individuals and corporations. In addition, there is also a provision that in Indonesia 
terrorism must be considered as not a political crime. 
 
Keywords: Terrorism, Islamic criminal law, and positive criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki corak khas negara tersendiri 
jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik berupa aneka ragam etnis suku, 
budaya, agama dan aliran kepercayaan. Di salah satu sisi kita patut berbangga dan 
bersyukur atas keragaman tersebut jika bisa disikapi secara toleran, tetapi di sisi 
lain justru keragaman tadi bisa jadi penyebab utama bumerang pemecah belah 
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini jika emosi dan ego masing-
masing yang diutamakan. Apalagi ketika keberagaman tadi diboncengi oleh 
oknum-oknum aliran radikalis dan fundamentalis yang seringkali menggunakan 
kekerasan sebagai jalan untuk meraih tujuan yeng ingin mereka dapatkan. 
Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi beberapa dekade terakhir ini 
menunjukkan ada jenis kekerasan yang berbeda dari bentuk kekerasan lainnya. 
Salah satu yang telah menjadi trending topik yang tidak  akan ada habisnya untuk 
dikaji, yaitu terorisme. Tindakan kejahatan yang telah membuat kekacauan di 
tengah sebuah negeri, telah membuat sengsara masyarakat dunia dari berbagai 
macam latar belakang agama, aliran ataupun organisasinya. Pada dasarnya 
Terorisme merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan 
peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, 
dalam sejarahnya ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, 
dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini, terorisme secara klasik diartikan 
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sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan seseorang ataupun 
kelompok untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.1 
Sejauh yang dapat direkam sejarah, sepak terjang terorisme sudah 
berlangsung sejak era Yunani Kuno. Xenophon (430-349 SM), pernah mengulas 
tentang manfaat dan efektivitas perang urat syaraf untuk menakut-nakuti musuh. 
Tetapi sulit diketahui, kapan aksi teror mulai dilakukan. Salah satu pendapat 
menyatakan bahwa aksi teror seusia dengan sejarah peradaban manusia sendiri. 
Bahaya terorisme pun semakin kompleks seiring dengan kemajuan peradaban dan 
teknologi .2 
Saat sekarang ini, kaum teroris tak hanya bermodalkan tekad dan keinginan 
yang kuat melainkan terus melakukan eksplorasi terhadap pola dan metode baru. 
Tidak hanya terbatas pada pola klasik seperti penculikan, penyiksaan, pembunuhan, 
dan peledakan. Ruang gerak kaum teroris semakin luas akibat kemajuan 
transportasi dan teknologi komunikasi, meskipun juga diimbangi dengan 
meningkatnya gerakan penentang terorisme pula. Dalam berbagai aspek, kosmologi  
kaum teroris memang lebih banyak menimbulkan pertanyaan dari pada mendapat 
jawaban. Banyak hal yang sulit dipahami. Banyak organisasi teroris yang memiliki 
obsesi bagaimana mengubah tatanan dunia, yang dinilai penuh dengan 
ketimpangan.3  
                                                          
1 Oc. Kaligis, Terorisme : “Tragedi umat manusia”. Cetakan ke-2, (Jakarta: O.C. Kaligis 
& Associates, 2003). hlm. 3. 
2 Farid Muttaqin & Sukidi, Teroris serang Islam: Babak baru benturan barat dan islam. 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 33. 
3 Ibid, hlm. 59. 
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Lukman Hakim dalam bukunya “Terorisme di Indonesia” menjelaskan 
bahwa “Berbicara tentang masalah terorisme, nyaris selalu dihubungkan dengan 
kelompok-kelompok radikal agama. Sebagai contoh saja bahwa fenomena 
terorisme yang terjadi di Asia pelakunya selalu saja dipersepsikan sebagai 
kelompok Islam radikal.” Stigmasi terorisme sering dialamatkan pada Hamas di 
Timur Tengah, al-Qaedah di Asia Tengah, Islam Jama’ah di Asia Tenggara atau 
kelompok Abu Sayyaf di Philipina Selatan. 4 Sedangkan di Indonesia sendiri, 
kelompok ekstrimis paling diburu yaitu Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yaitu 
kepala kelompok Santoso yang tidak lepas dari kelompok-kelompok Islam militan 
di masa lalu, yang berpusat di Poso yang tidak serta merta muncul begitu saja. 
Kelompok Islam militan bernama Jamaah Islamiyah pimpinan Abu Bakar Ba’asyir 
menjadi salah satu akar lahirnya kelompok santoso, selain kerusuhan yang terjadi 
saat itu di Poso pada bulan juli tahun 2017 silam. Kelompok Santoso merupakan 
kepala kelompok terorisme yang ada di Indonesia saat ini yang sedang diburu oleh 
para aparat gabungan Polri dan TNI yang berbagung dalam Satgas Operasi 
Tinombala guna menangkap para kelompok teroris pimpinan Santoso atau yang 
sering disebut juga teroris kelompok Santoso.5 
Meluasnya aksi jihad perang atas nama Tuhan, antara lain dengan teror 
memicu sanggahan bahwa pemahaman itu sebagai kepalsuan atau kesalahan 
penafsiran al-Qur’an dan sejarah kenabian. Gagasan tentang bagaimana memenuhi 
                                                          
4 Lukman Hakim, Terorisme di Indonesia. (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta 
(FSIS), 2004), hlm. 1. 
5 Ruth Vania C, Asal Mula Keterkaitan Santoso dan Kelompok ISIS, dikutip dari 
m.tribunnews.com, diakses 14 Maret 2018, hlm. 1. 
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panggilan jihad terutama seringkali dirujukkan pada Surat al-Anfal ayat 60 dan 
surat at-Taubat ayat 111 serta surat ash-Shaff ayat 11. Menilik dari kejadian tersebut 
padahal sebenarnya Terorisme dan tindak kekerasan tentu tidak terjadi hanya 
dikalangan umat Islam saja. Di berbagai belahan bumi dari dulu sampai sekarang, 
termasuk di Amerika Serikat, tindak kekerasan banyak terjadi. Sayangnya yang 
selalu dikedepankan adalah terorisme atas tindakan kekerasan oleh umat Islam atau 
kalangan yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat.6 
Dialektika perkembangan terorisme semakin menarik karena terorisme 
yang semula digunakan untuk melawan pemerintahan dan negara, seperti dalam 
kasus Narodnaya Volya, justru kemudian balik digunakan negara dan penguasa 
untuk menindas rakyat. Selama abad ke-20 misalnya, muncul pemerintahan yang 
menggunakan teror seperti Hitler di Jerman, Stalin di Uni Soviet, Pol Pot di 
Kamboja, dan masih banyak lagi. Penyiksaan dan pembunuhan dilakukan penguasa 
untuk menakut-nakuti lawan politik.7 Lain lagi bagi sebagian elite politik (sipil 
maupun militer), tampaknya isu terorisme sudah menjadi komoditas politik baru, 
baik untuk mengaburkan berbagai persoalan politik nasional lainnya (seperti mega 
korupsi, kekeringan, pengungsi, konflik lokal, pelanggaran HAM, dan sebagainya), 
untuk memperkuat posisi menjelang pemilu, untuk menjatuhkan lawan politiknya, 
atau bahkan untuk meraih keuntungan-keuntungan ekonomis tertentu.8 
                                                          
6 ZA Maulani dkk., Terorisme dan konspirasi anti islam. (Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2002), hlm. 45-46. 
7 Farid Muttaqin & Sukidi, Teroris serang Islam: Babak baru benturan barat-islam.: 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 34.. 
8 ZA Maulani dkk, Terorisme dan..., hlm. 55. 
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Terorisme sebenarnya telah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, 
mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga 
menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, 
ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Terjadinya 
peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi 
fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, 
terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai 
jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun 
internasional.  
Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 
dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya 
dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat 
internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan 
serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik 
yang datang dari luar maupun dari dalam tak terkecuali terorisme.9 
                                                          
9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-Undang, hlm. 1. 
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Mengingat terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau 
”extraordinary crime” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap 
kemanusiaan” atau ”crime against humanity”, maka pemberantasannya tentulah 
tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak 
pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.10 Perlu adanya 
upaya intensif dari berbagai pihak demi menuntaskan dan menanggulangi 
terjadinya kejahatan yang satu ini, baik dari pihak pemerintah mauun dari pihak 
masyarakat tersendiri. Karena tanpa adanya kerja sama dan sinergi antar satu 
dengan yang lain niscaya tak akan terwujud cita-cita mulia untuk hidup tentram dan 
sejahtera bersama. 
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat Undang-Undang 
Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa dalam segala aspek 
kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa 
berdasarkan atas hukum. Dalam bidang kepidanaan Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) adalah sumber rujukan hukum pidana yang utama. Sesungguhnya  
banyak  pakar  pidana  yang beragumentasi bahwa KUHP dapat dijadikan dasar 
hukum atas kejahatan terorisme.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataan  terbukti  KUHP  
menjadi  tidak berfungsi  efektif  bagi  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Atas  
desakan tersebut,  kemudian  keluarlah  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, dan Perpu No. 2 Tahun 2002, sebagai cikal 
                                                          
10 Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tahun 2002, hlm. 8. 
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bakal lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana 
terorisme yang pada saat itu  untuk menangani tragedi bom Bali.11 
Lahirnya kedua Perpu yang telah disahkan menjadi UU menimbulkan pro 
dan kontra. Sebagian kalangan menganggap UU tersebut bertentangan dengan 
prinsip hukum pidana. Menurut mereka, walaupun terorisme merupakan kejahatan 
luar biasa (extraordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againt 
humanity) bukan alasan untuk memberlakukan undang-undang secara surut. Dalam 
perspektif politis, dikhawatirkan undang-undang kejahatan terorisme hanya 
ditujukan untuk kelompok tertentu, terutama kalangan Islam fundamentalis yang 
selalu mengkritisi secara radikal kebijakan pemerintah.12 
Pada awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan 
aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan 
M.H.Thamrin. Merespon peristiwa bom dan serangan di kawasan Sarinah, 
pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut 
Binsar Pandjaitan mengatakan akan melakukan langkah-langkah kebijakan terkait 
politik hukum nasional. Akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk 
memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi UU No. 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada akhir bulan Januari 
2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme dan di 
                                                          
11 Jawahir Thontowi, Artikel Terorisme dalam Hukum Nasional, dikutip dari 
http://jawahirthontowi.wordpress.com, diakses 25 Juli 2018, hlm 2.  
12 Fadli Andi Natsif, Menjerat Teroris dengan UUPHAM, dikutip dari  
www.mediaIndonesia.com,  diakses 27 Juli 2018, hlm. 4. 
8 
 
 
bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada 
DPR secara resmi.13 
Seiring berjalannya waktu, atas desakan dari berbagai pihak bertepatan 
dengan hari kamis (21/6/2018) di Jakarta, dengan persetujuan bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia 
memutuskan menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.14 
Mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk terpidana terorisme dimuat dalam 
Pasal 6 Undang-Undang  No. 5 Tahun 2018, yang menyatakan : 
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang 
secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara 
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang 
Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
mati.”15  
 
Dari bunyi pasal diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa sanksi Tindak 
Pidana Terorisme menurut hukum positif yang berdasar UU No. 5 tahun 2018 
tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Undang-undang Anti 
                                                          
13 Institute for Criminal Justice Reform, ICJR Serahkan Usulan DIM terhadap RUU 
Perubahan UU Pemberantasan Terorisme 2016 ke DPR RI, dikutip dari  
http://icjr.or.id , diakses tgl 23 Oktober 2016, hlm. 1. 
14 Fens Alwino, Evolusi Terorisme & Perlindungan Hak-Hak Rakyat, dikutip dari 
www.staging-point.com , diakses tgl 12 November 2019, hlm. 1. 
15 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 
Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, hlm. 6. 
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Terorisme adalah paling ringan minimal penjara selama kurun waktu 5 tahun 
sampai dengan maksimal 20 tahun, paling berat hukuman mati atau penjara seumur 
hidup. Contoh terbaru kasus tindak pidana terorisme yang divonis dengan hukuman 
mati adalah Aman abdurrahman yang dijatuhkan amar putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, Jum’at tanggal 2 Juni 2018. Aman adalah seorang residivis dan 
dalang utama dibalik kasus Bom Thamrin, serta dinilai bersalah dengan paham 
radikal yang dianut dan disebarkannya melalui situs 
millahibrahim.wordpress.com.16 
Lain halnya, dalam konteks Pidana Islam sebenarnya tidak ada pembahasan 
khusus mengenai terorisme, namun terorisme dipandang sebagai tindakan yang 
dikatagorikan pengganggu   dan   pengacau   keamanan  masyarakat   yang  dapat 
mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikatagorikan pula sebagai bagian 
Jari>mah dan pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan 
ketentuan al-Qur’an dan as-Sunnah. Istilah  Jarim>ah  digunakan untuk sebutan 
tindak pidana dalam Hukum Islam. Jari>mah  ini sendiri adalah  larangan  syar’i  
yang  diancam  oleh  Allah  SWT. dengan hukuman H}add, Qisha>s dan Ta’zi>r. Para 
Fuqa>ha’ sering memakai kata “Jina>yah” untuk  “Jari>mah”,  Jina>yah  adalah  
perbuatan  yang  dilarang  oleh  syara’  baik perbuatan itu mengenai (merugikan) 
jiwa maupun harta benda lainnya. 17 
                                                          
16 Nursita Sari, Vonis Mati yang Disambut Aman Abdurrahman dengan Sujud Syukur, 
dikutip dari  https://megapolitan.kompas.com,  diakses 27 Juli 2018, hlm. 2. 
17 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 
1. 
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Dalam Fiqh Jina>yah terorisme dapat di-qiya>s-kan dalam Jarīmah H}irābah. 
Jarīmah jenis ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang, yaitu 
pengambilan barang atau harta milik orang lain secara terang-terangan disertai 
tindak kekerasan. Peristiwa semacam ini dapat disebut sebagai perampokan.18 Jadi, 
hirābah itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan 
menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan 
dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan 
siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.19 Yang akibat hukum dari 
Jari>mah H{ira>bah adalah tergantung dari model dan cara pelaku melakukan Jari>mah. 
Mulai dari yang paling ringan yaitu dipenjarakan atau diasingkan sampai yang 
paling berat yaitu dihukum mati kemudian disalib. 
Terorisme di dalam Fiqh Jina>yah juga dapat dikatagorikan sebagai 
pemberontakan (al-Baghyu), karena kenyataannya praktek terorisme mengancam 
keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata al-Baghyu 
artinya lalim atau aniaya, sedangkan kata al-Baghyu menurut istilah ulama adalah 
orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang 
menjadi kewajibannya.20 Para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu 
golongan memberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala 
                                                          
18 Ahmad Syafi’i, Pengertian H}ira>bah, dikutip dari http://scarmakalah.blogspot.co.id. 
Diakses 27 Juli 2018, hlm. 1. 
19 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam,Hudūd dan Kewarisan. (Jakarta: 
Radja Grafindo, 2001), hlm 144. 
20 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifāyatul Akhyar Jilid III. (Surabaya: PT. 
Bina Ilmu, 1997), hlm 125. 
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negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila 
mereka menyadari kesalahan, hendaklah dihentikan penumpasan.21 
Dari uraian diatas terlihat mencolok perbedaan mengenai kriteria sanksi, 
unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku 
tindak pidana terorisme melalui metode yeng beragam pula dalam penetapannya, 
baik dalam Fiqh Jina>yah ataupun Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Terlebih 
dalam Fiqh Jina>yah terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan tergantung dari 
motif kejahatan yang bisa diqiyaskan kepada Jari>mah H}ira>bah ataupun Jari>mah 
Bugha>t. dan berdasarkan inilah maka penulis memandang perlu untuk melakukan 
kajian lebih mendalam mengenai “Studi Komparatif Mengenai Tindak Pidana 
Terorisme Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Fiqh Jina>yah) Dan 
Hukum Pidana Posititf Di Indonesia”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas, masalah pokok dalam studi ini penyusun 
rumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di 
Indonesia mengenai tindak pidana Terorisme? 
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan tindak pidana Terorisme menurut 
Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia? 
 
                                                          
21 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam. (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2001), hlm 478-479.  
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C. Tujuan Penelitian 
Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, studi penelitian 
ini mepunyai beberapa tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di 
Indonesia mengenai tindak pidana Terorisme. Sehingga dapat diketahui 
corak pandangan secara kompleks dan beragam mengenai tindak pidana 
terorisme baik dari segi tindak pidananya, dasar dan ketentuan sanksi, serta 
pertanggungjawaban pidananya. 
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tindak pidana Terorisme 
menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam hal 
ini akan menjelaskan perbandingan antara unsur-unsur dan motif tujuan 
serta berat ringannya sanksi yang dijatuhkan bagi terpidana terorisme dalam 
kedua sistem hukum ini. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian diatas, penuyusun berharap penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk: 
1. Secara Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah dalam 
menangani dan mengatasi tindak pidana terorisme. 
2. Secara Praktis 
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Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak yang 
berwenang ataupun praktisi hukum dalam menangani dan memberikan 
penanganan hukum terhadap subjek hukum (pelaku) yang melakukan tindak 
pidana terorisme.  
E. Kerangka Teori 
Kata teror berasal dari bahasa latin terrere yang kurang lebih diartikan 
sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan (Ezzat A 
Fattah, 1997).22 Menurut Encyclopedia of Crime an Justice, terorisme merupakan 
ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik oleh perorangan atau 
kelompok, dimana tindakan itu menentang terhadap kekuasaan pemerintah 
ditujukan untuk menimbulkan korban dengan sesegera.23 Definisi terorisme sendiri 
sampai saat ini masih menimbulkan silang pendapat. Kompleksitas masalah yang 
terkait dengan tindakan terorisme, mengakibatkan pengertian terorisme itu sendiri 
masih sulit untuk direpresentasikandan dipahami secara berbeda-beda. 
Istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi 
sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bermakna terror dan terere yang 
artinya ketakutan mendalam. Namun, jika dilihat dari metode kekerasan, kedua 
istilah tersebut dibedakan pengertiannya. Aksi teror merupakan aktifitas bercorak 
spontan dan tidak teroganisir rapi dan cenderung bersifat perorangan. Sebaliknya 
terorisme bersifat sistematis, terorganisir rapi dilakukan oleh sebuah organisasi atau 
                                                          
22 Lukman Hakim, Terorisme di Indonesia. (Surakarta: Forum Studi Islam Surakarta 
(FSIS), 2004), hlm. 9. 
23 Hanafi Amrani “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Terorisme” Makalah pada seminar 
regional pembahsan diseputar RUU Anti Terorisme Tinjauan Poltik dan Hukum, Fakultas Hukum 
UII Yogyakarta, 14 Maret 2001. 
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kelompok sebagai pelaku dari aktifitas teror tersebut. Tidak semua bentuk teror 
dapat disebut sebagai terorisme, Menurut Richard Bagun, sebagaimana dikutip oleh 
setiawan, terorisme adalah puncak aksi kekerasan (terrorism is the apex violence).24  
Teori yang relevan untuk mengkaji terorisme adalah radikalisme. Karena 
teroris bisa muncul sebab adanya tanda-tanda sifat radikal dari seorang atau pun 
komunitas kelompok yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan. Radikal dalam 
bahasa Indonesia berarti amat keras menuntut perubahan. Sementara itu, 
radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan 
cara drastis dan dibarengi dengan adanya kekerasan.25 Dalam perkembangannya, 
bahwa radikalisme kemudian diartikan juga sebagai faham yang menginginkan 
perubahan besar atau revolusi. 
Horace M Kallen menjelaskan bahwa radikalisme ditandai oleh tiga 
kecenderungan umum. Pertama, radikalisme merupakan respons kondisi yang 
sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, 
atau bahkan perlawanan. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, 
melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di 
dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (world view) 
tersendiri. Dan ketiga, kaum radikalis memiliki keyakinan yang kuat akan 
kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum 
                                                          
24 Moh. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era 
Globalisasi,” Jurnal Hukum, edisi Nomor: 21, Vol.9, (Maret 2002), hlm. 71.  
25 Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Kashiko, 
2006), hlm. 561. 
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radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap 
emosional yang menjurus pada teror atau pun kekerasan kemanusiaan.26 
Menurut Aksin Wijaya, Inti dari teologi kekerasan kemanusiaan adalah 
“dehumanisasi” yakni meletakkan manusia bukan pada kodratnya sebagai manusia, 
seperti mencela sesamanya dengan sebutan hewan dan bahkan anggapan lebih 
rendah dari hewan hanya karena berbeda pendapat. Dehumanisasi mengalami 
sakralisasi dan dianggap sebagai bagian dari agama.27 Lebih lanjut Aksin 
menambahkan bahwa kekerasan dalam agama juga bisa muncul ditengarai oleh 
pemahaman teosentris, yaitu menganggap tuhan sebagai pusat yang segala proses 
dalam kehidupan di muka bumi ini. Pemahaman yang terlalu kaku dan tekstual 
dalam beragama bisa memicu kesalahfahaman dalam penafsiran yang akhirnya 
akan bermuara pada gerakan yang fanatis, radikal dan ekstrimis. Seperti halnya 
kejadian terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama. 
Dalam Pidana Islam sendiri ketika berbicara mengenai terorisme, maka 
teori yang dapat diaplikasikan adalah bervariasi antara lain al-irha>b (Irha>biyah), al-
H}ira>bah (perampokan), al-Baghyu (pemberontakan), Qa>t}iu al-T}a>riq atau Qutt}a’u 
al-T}a>riq (pembegal), dan al-‘Unf (lawan dari kelemah lembutan). Menurut ‘Abd al-
Hayy al-Farmawi term-term yang semakna dengan terorisme disebutkan sebanyak 
80 kali dalam Al-Quran.28 Teori dalam Hukum Pidana Islam tentang teori 
                                                          
26 T. Suharto, Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004? dikutip dari www.sinar 
harapanonline.co.id. diakss pada 1 Agustus 20018, hlm 2. 
27 Aksin Wijaya, Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia : “Kritik atas Agamaisasi 
kekerasan”,  (Bandung: Mizan Pustaka), hlm. XVIII-XIX 
28 Abu Azzam, Terorisme Bukan Jihad!!! “Kesesatan dan Pelanggaran Aksi Teroris”,: 
(Tangerang: Pustaka Compass, 2015), hlm. 133. 
16 
 
 
pemidanaan dapat diketahui dari tujuan dijatuhkannya pidana, yang dapat 
dirumuskan dari tujuan masing-masing pidana dalam hukum pidana islam, yaitu 
tujuan H}udu>d, Qisha>s, Diya>t dan Ta’zir. Adapun dalam hukum pidana Indonesia, 
teori pemidanaan terdiri atastiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori 
gabungan.29 
Dalam hukum Islam jika terorisme ditinjau dari konteks hukum pidana, 
maka secara umum bisa di-Qiya>s-kan kepada teori Jari>>mah H}{ira>bah, yaitu perbuatan 
yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman  
umum. Pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, 
menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor 
intelektual koruptor kelas kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan 
tentunya peledakan bom, semua akan terkena delik H{ira>bah. Qiya>s sendiri 
merupakan dalil yang paling subur dalam memecahkan masalah-masalah baru yang 
belum ada penegasan dalam nash, atau oleh pembahasan para mujtahid terdahulu. 
Dalam hal ini pembaharuan hukum dapat ditempuh dengan cara merumuskan 
kaidah-kaidah dan pengujian ‘Illat yang benar-benar baru.30  
Adapun dalam konteks tertentu terorisme tidak bisa di-Qiya>s-kan dalam 
teori Jari>mah H}ira>bah, karena munculnya motif dan tujuan yang berbeda-beda. 
Sebagai contoh yaitu ketika tindak pidana terorisme yang terjadi memiliki unsur-
unsur (motif) tujuan yang bersifat politis, seperti terorisme separatisme. Maka 
                                                          
29 Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya,  (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014),. 
hlm. 98. 
30 Ibid. hlm. 71. 
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terorisme dalam pengertian ini harus di-Qiya>s-kan dengan teori Jari>mah Bughat, 
karena memiliki unsur dan ‘Illat yang sama dengan terorisme separatisme.31 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca 
beberapa hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan 
penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk skripsi maupun buku. Ada beberapa 
hasil penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang terorisme: 
Ada buku yang ditulis oleh Sukawarsini Djelantik, yang berjudul ”Terorisme 
Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional,”32 
dalam buku ini dibahas bahwa kejahatan terorisme merupakan perbuatan biadab 
dan rakyat yang tidak berdosa yang menjadi korban, serta tinjauan psiko-politis dan 
profil kelompok terorisme dan juga keberadaan terorisme dalam kontek Indonesia, 
dan juga ada buku “Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam,” 33 yang 
ditulis oleh A.M. Hendro Priyono, dalam pembahasan buku ini dijelaskan mengenai 
terorisme global, regional, nasional, serta dijelaskan pula bahwa terorisme 
merupakan ancaman terhadap ketahanan dan kemanusiaan, dari kedua buku diatas  
jelas berbeda dengan penelitian skripsi penulis yang lebih concern pada penelitian 
                                                          
31 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus 
Agama Tanpa Cinta, (Yogyakarta: Sajadah_Press, 2007), hlm. 207-208. 
32 Sukawarsini Djelantik, Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, 
Kemiskinan, dan Keamanan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pusak obor Indonesia, 2010). 
33 A.M. Hendro Priyono, Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, 
(Jakarta: PT Kompas Media, 2009). 
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terhadap tindak pidana terorisme yang dibahas secara definitif, analitif dan 
komparatif dalam perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. 
Dalam bentuk karya ilmiah skripsi diantaranya adalah Fauziyah Ratnasari 
dalam skripsinya yang berjudul Sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme 
ditinjau dari perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang No. 15 Tahun 200334, 
hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah diantaranya mengenai 
bagaimana pengertian tindak pidana terorisme dalam perspektif Fiqh Jina>yah dan 
Undang-undang No.15 Tahun 2003, faktor-faktor penyebab dan dampak terjadinya 
tindak pidana terorisme, serta persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana 
terorisme dalam Fiqh Jina>yah dan Undang-undang No.15 Tahun 2003 dan dalam 
aspek kajian Pidana Islamnya memakai Qiya>s Jari>mah H}ira>bah. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam penentuan Qiya>s H}ira>bah dan 
Bugha>t pada tindak pidana terorisme, disamping itu Undang-undang tentang 
pemberantasan Terorisme dalam Hukum Positif juga telah mengalami revisi yang 
terbaru pada tahun 2018. 
Khayyirotun Nikmah dalam skripsinya yang berjudul Hukuman pelaku 
Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 
Pidana Islam35, hal yang menjadi pembahasan penelitian ini diantaranya adalah 
Hukuman pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum Positif di Indonesia 
                                                          
34 Fauziyah Ratnasari, sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme ditinjau dari 
perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003, Skripsi tidak diterbitkan, UIN 
Raden Fatah Palembang, 2017. 
35 Khayyirotun Nikmah, Hukuman pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif 
Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel 
Surabaya, 2016. 
19 
 
 
dan Hukum Pidana Islam, Komparasi dan kekurangan serta kelebihan hukuman 
Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum 
Pidana Islam. Pada aspek kajian pidana islamnya hanya memakai Qiya>s Jari>mah 
Bugha>t. Perbedaan yang mencolok dalam penelitian ini perspektif tindak pidana 
terorisme diqiyaskan pada Jari>mah H}ira>bah dan Bugha>t sekaligus. Serta Undang-
Undang No. 5 Tahun 2018 yang dipakai dalam perspektif hukum pidana positif. 
Muhammad Mu’ad dalam skripsinya yang berjudul Pertanggungjawaban 
Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam 
Dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme36, hal yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah 
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme antara hukum pidana 
Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme sama-sama memuat unsur pertanggungjawaban pidana dalam diri 
pelaku. Serta subjek hukum dalam Pidana terorisme baik menurut pandangan 
Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam. Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian penulis yaitu seperti penelitian-penelitian diatas yaitu dalam 
penelitian ini hanya menggunakan kaca mata Qiya>s Jari>mah H}ira>bah dalam 
memandang tindak pidana terorisme. sedangkan dalam penelitian ini dalam 
menentukan sanksi tindak pidana terorisme penulis meng-Qiya>s-kan kepada 
Jari>mah H}ira>bah dan Bugha>t dengan menjelaskan motif-motif yang 
                                                          
36 Muhammad Mu’ad, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: 
Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2012. 
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melatarbelakanginya serta dalam perspektif Hukum Pidan Positifnya memakai 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. 
 
 
 
G. Metode Penelitian 
Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode 
yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.  Metode penelitian ini 
terdiri dari: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 
dengan memanfaatkan dokumentasi-dokumentasi berupa buku-buku, hasil-hasil 
penelitian, jurnal, brosur, leaflet, buletin dan internet.37 Penelitian pustaka ini 
guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sanksi atau pertanggungjawaban 
hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme. Baik dilihat dari hukum pidana 
Islam maupun hukum positif di Indonesia.  
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam menjelaskan dan menganalisa 
dalam penyusunan skipsi ini adalah deskriptif-analitis-komparatif.38 yaitu 
menjelaskan dan menganalisa serta membandingkan sanksi tentang tindak 
                                                          
 37 Sofyan A.P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 
hlm. 154-155. 
38 Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59. 
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pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif 
di Indonesia. 
3. Sumber Data. 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder, yang 
mana meliputi hal-hal berikut: 
 
 
a. Bahan Hukum Primer 
Berupa undang-undang : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,  Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1/2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan dalam Hukum Pidana 
Islam menggunakan sumber hukum dari : al-Qur’an, al-Hadis, kitab Fiqh dan 
pendapat para ahli. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berkaitan dengan objek 
kajian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mempunyai 
hubungan dengan topik. Bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, 
hasil penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet dan media publikasi lainnya. 
c. Bahan Hukum Tersier 
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Bisa berupa informasi yang diperoleh kamus, ensiklopedia, buku atau 
literatur, dan lain sebagainya. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data berupa studi kepustakaan. Menurut M. Nazir dalam 
bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang 
dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-
catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dipecahkan.39 
5. Teknik Analisa Data 
Analisis data merupakan tahapan penting dalam mengelola dan 
menyajikan data. Analisa pada data (kualitatif) yang digunakan merupakan 
proses mengorganisasi data menurut tema-tema yang muncul sesuai dengan 
tujuan penelitian (kategorisasi) dan kemudian menginterprestasikannya.40 
Langkah pertama yang penulis lakukan yaitu menguraikan mengenai definisi 
tindak pidana terorisme dalam perpektif  Hukum Pidana Islam dan Hukum 
Pidana Positif. Yang kedua, menguraikan mengenai sanksi atau 
pertanggungjawaban tindak pidana terorisme dalam perpektif  Hukum Pidana 
Islam dan Hukum Pidana Positif. Langkah terakhir, yaitu mengukur sejauh mana 
relevansi persamaan dan perbedaan kebijakan hukum antara Hukum Pidana 
                                                          
39    M. Nazir, Metode Penelitian cet.ke-5, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27. 
40    Sri Hapsari Wijayanti dkk, Bahasa Indonesia Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 222. 
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Islam dan Hukum Pidana Positif yang akhirnya akan ditemui kesimpulan akhir 
mengenai relevansinya. 
 
H. Sistematika Penulisan  
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan penelitian 
ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:  
Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.  
Bab kedua terkait Hukum Pidana Islam yang membahas menegenai definisi 
teorisme, dasar aturan yang melarang tindak pidana terorisme serta ketentuan 
sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana Terorisme. Dilihat dari nas-nas al 
Qur’an dan hadis serta ijma dan Qiyas yang bersumber menurut 4 madzhab al-
mu’tabaroh dan pendapat para ahli. 
Bab ketiga berisikan tentang definisi terorisme, aturan dasar hukum yang 
melarang tindak pidana terosrisme, unsur-unsur tindak pidana terorisme dan 
ketentuan sanksi serta petanggungjawaban dari tindak pidana terorisme berdasar 
hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini. 
Bagian Bab keempat berisikan perbedaan dan persamaan definisi terorisme, 
aturan dasar yang melarang tindak pidana terorisme, unsur-unsur tindak pidana 
terorisme serta ketentuan sanksi dan pertanggungjawaban tindak pidana 
terorisme dalam pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. 
Yang akhirnya menghasilkan analisa berupa relevansi dan kontradiksi antara 
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Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia dalam memandang 
tindak pidana Terorisme.  
Bab kelima merupakan penutup berisikan kesimpulan berupa jawaban atas 
permasalahan yang diteliti, dan terakhir adalah saran-saran untuk penelitian di 
masa yang akan datang. 
Daftar pustaka. 
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BAB II 
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA ISLAM 
 
A. Definisi Tindak Pidana Terorisme dalam perspektif Hukum Pidana  
Islam 
Indonesia sebagai negara yang religius, legitimasi keberadaan agama di 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilindungi secara 
konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. 
Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara harus melindungi setiap 
agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan 
dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama, termasuk 
mengatur perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat privat maupun 
publik. Sedangkan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya, termasuk 
menjalankan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan (ka>ffah), merupakan 
otoritas masing-masing agama yang dianutnya.1 
Banyak hal yang menyebabkan munculnya terorisme dan itu sangat dekat 
dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang kurang dipahami negara. 
Terorisme bukanlah Islam, dan Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme di 
kaum muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu 
sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara kompeherensif, namun 
                                                 
1 Dwiyana Achmad Hartanto, “Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 
Di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)”, Jurnal AL-Ahkam, 
(Surakarta), Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 172. 
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pemahaman yang sepotong-potong. Salah pemahaman ini yang berkembang 
menjadi penyalahgunaan agama.2 
Islam sesungguhnya memang tidak membahas persoalan terorisme secara 
rinci dan spesifik. Namun sebagai gejala sosial berupa tindak perbuatan, tentu saja 
Islam mengaturnya. Sebagai contoh dalam sejarah Islam dikenal kelompok 
sempalan sekte Assassin pecahan kelompok Syi’ah Isma’iliyyah yang 
membolehkan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya dari Bani Saljuk 
yang mereka klaim telah sesat pada abad ke-11 dan ke-13. Demikian halnya yang 
terjadi pada golongan Khawarij yang sering melakukan tindakan kekerasan 
terhadap pihak lain yang tidak sepaham, baik dalam bidang keagamaan ataupun 
dalam bidang politik. Tindakan yang seperti inilah yang menurut sebagian 
sejarawan dianggap sebagai aksi terorisme.  Mereka melakukan aksi terorisme 
tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ideologis yang dalam hal ini sangat sensitif 
dengan isu fundamentalisme, radikasime, dan fanatisme dalam keagamaan.3 
Islam lahir di tanah jazirah arab, dengan hal ini menunjukkan bahwa 
ketika kita perlu untuk menggali hukum Islam (istinbath al-h}ukm) jalan terakhir 
yang harus kita tempuh mau tak mau adalah mempelajari bahasa arab dan ilmu-
ilmu piranti lainnya. Tak terkecuali untuk masalah tindak pidana terorisme. 
Terorisme dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Irha>b, memiliki arti 
menciptakan ketakutan (akha>ffa) atau membuat kengerian dan kegentaran 
                                                 
2 Pribadi Adi Paringgo, “Bahaya Terorisme Menjadi Ancaman”, http://www.inilah.com. 
diakses 28 Agustus 2018, hlm. 1.  
3 Kasjim Salendal, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam”, Ulumuna, (Mataram) Vol. 
XIII Nomor 1 Juni 2009, hlm. 82. 
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(Faz}a’a) yang merupakan mashdar dari fi’il Mad{li arhaba.4 Term kata dari al-irha>b 
dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan dengan makna terorisme dapat 
ditemukan dalam berbagai teks-teks al-Qu’ran antara lain : 
1. Qs. al- Anfal (8):60. 
 ِ َّللّٱ َّوُدَع ِۦِهب َنُوبِهُْرت  ْمُك َّوُدَعَو   
“..... kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu......” 
2. Qs. al- A’raf (7):116. 
   َُنيَْعأ ۟آوُرَحَس ۟اْوَقَْلأ ٓا َّمََلفٱ ِساَّنل  َوٱ ُهُوبَهَْرتْس ْم   ٍميِظَع ٍرْحِِسب وُٓءاَجَو   
  
“...Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan 
menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir 
yang besar (mena'jubkan).”   
  
3. Qs. al- Has}yr (59):13. 
 َكِل ََٰذ ۚ ِ َّللّٱ َن ِ م مِهِروُدُص ِىف ًۭ َةبْهَر ُّدََشأ ُْمتَنَلَ ِب َنوُهَقْفَي َّلَّ ًۭ مْوَق ْمُهََّنأ    
“..... Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada 
Allah”. 
 
Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dengan al-irha>b adalah menumbuhkan rasa takut dalam  hati musuh, yang pada 
akhirnya mendorong musuh untuk menyerah baik sebelum maupun setelah terjadi 
genjatan senjata. Sebagai contoh adalah peristiwa penaklukan kota mekkah (fat}h 
al-makkah) yang terjadi tanpa adanya peperangan yang berarti, sehingga Nabi 
Muhammad SAW bersabda :رهش ةريسم بعرلاب ترصن  “Aku dimenangkan 
dengan rasa takut sejauh perjalanan sebulan.” Maksudnya adalah kemenangan 
yang telah diraih oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim bukanlah murni 
                                                 
4 Ibid.,hlm. 64. 
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hasil pertempuran, melainkan Allah SWT menimbulkan rasa takut di hati para 
musuh.5 
Dalam Islam sebenarnya al-Irha>b ada dua macam yaitu yang bersifat 
terpuji dan tercela. Al-Irha>b yang bersifat terpuji yakni menakut-nakuti musuh 
karena dikhawatirkan mereka akan menyerang kaum muslimin atau menjajah 
negeri mereka sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Anfal diatas. Sedangkan al-
Irha>b yang bersifat tercela yakni menakut-nakuti orang yang tidak berhak ditakut-
takuti, seperti kaum muslimin, rang kafir yang terikat perjanjian, dan orang kafir 
yang hidup dalam naungan pemerintahan Islam. Namun dalam penelitian ini akan 
lebih dikhususkan kepada al-Irha>b yang bersifat tercela yang relevan dengan 
terorisme. 
 Islam dalam menanggapi kondisi sosial dalam hal ini adalah terorisme 
bukan hanya sekedar mengenal saja, islam dalam hal ini memiliki kontruksi 
pandangan hukum berikut sanksi hukumannya. Karena tak bisa dipungkiri bahwa 
islam memiliki beragam aturan hukum yang secara khusus membahas terkait 
persoalan-persoalan tindak pidana. Dimana hal tersebut diatur secara rigid dalam 
Fiqh Jina>yah.6 
Fiqh merupakan kosa kata bahasa arab yang memiliki arti secara 
terminologis mengerti, mengetahui, memahami dan menuntut ilmu, yaitu bentuk 
mashdar (verbal noun) dari akar fi’il madli (pas tense) Fuqa>ha’.7 Sedangkan 
secara epistimologis Fiqh adalah ilmu hukum islam yang mengatur pelaksanaan 
                                                 
5 Abu Azzam, Terorisme Bukan Jihad !!!, (Tangerang: Pustaka Compass, 2015), hlm. 137. 
6 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus 
Agama Tanpa Cinta, (Yogyakarta: Sajadah_Press, 2007), hlm. 201. 
7 Lewis Ma’luf el-Yasu’i, Al Munjid (Beirut: Dar el-Machreq, 1986), hlm. 591. 
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ibadah-ibadah ritual, yang menguraikan tentang detail perilaku mslim dan 
kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah), serta 
perkara yang membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (mu’a >mala>t).8 
Selanjutnya penggabungan istilah Fiqh dengan istilah Jina>yah adalah bersifat 
metodologis. Jina>yah adalah istilah yang digunakan oleh ulama’ Fiqh guna 
menyebut kajian Fiqh dalam cakupan khusus kepidanaan.  
Para Fuqa>ha’ sering memakai kata “jina>yah” untuk “jari>mah”, yang 
memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu 
mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya.9 
Disamping itu terdapat pula Fuqa>ha’ yang membatasinya hanya pada perbuatan-
perbuatan yang diancam hudud dan qisas tidak termasuk perbuatan-perbuatan 
yang diancam ta’zi >r. 
Namun demikian kata jina>yah sering juga diartikan dalam artian luas dan 
sempit. Dalam artian luas, jina>yah sering kali digunakan dalam pengertian 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ meliputi perbuatan yang 
mengancam keselamatan harta, jiwa dan lain sebagainya serta dapat 
mengakibatkan vonis hukuman h}ad atau ta’zi >r. Sedangkan dalam artian sempit, 
jinayah digunakan sebagai pengertian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ terbatas hanya pada perbuatan yang mengakibatkan vonis had saja tidak 
termasuk ta’zi >r.10 
                                                 
8 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 202. 
9 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1. 
10 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 202. 
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Oleh karena itu, secara umum Fiqh Jina>yah bisa diartikan sebagai ilmu 
yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’, yang bisa 
mengakibatkan vonis hukuman h}ad atau ta’zi >r. Terutama ketika perbuatan-
perbuatan tadi telah memenuhi unsur-unsur atau rukun jinayah. Ahmad Jazuli 
dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi kejahatan 
dalam Islam”  menjelaskan bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak 
pidana jika telah memenuhi salah satu unsur-unsur tindak pidana dibawah ini : 
1. Unsur formal (ar-Rukn asy-Syar’i) yaitu terdapatnya nash yang menjelaskan 
bahwa perbuatan tersebut dilarang dengan disertai adanya ancaman hukuman, 
jika perbuatan tesrsebut dilakukan.  
2. Unsur material (ar-Rukn al-Ma>d}i) yaitu terdapatnya perbuatan yang 
membentuk Jina>yah, baik itu berupa melakukan perbuatan dilarang syara’ 
ataupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara’. 
3. Unsur moral (ar-Rukn al-Ada>bi) yaitu terdapatnya pelaku kejahatan yang 
sudah mukallaf  dan mampu menerima kh{ita>b , sehingga bisa dituntut atau 
dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang telah dilakukan.11 
Sementara itu, dalam hukum pidana islam kajian terorisme termasuk 
dalam kategori pembahasan jari>mah. Fiqh jina>yah mengklasifikasikan jari>mah 
menjadi tiga bagian berdasar pada berat ringannya hukuman, yaitu jari>mah hudu>d, 
jari>mah qis}ha>s-diyat, dan jari>mah ta’zi>r. Berikut ini akan diuraikan secara singkat 
mengenai penjelasannya : 
 
                                                 
11 Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 1986), hlm. 3. 
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1. Jari>mah Hudu>d. 
Yaitu hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash 
al-Qur’an dan al-Hadits, karena merupakan hak preogatif Contoh kasus yang 
masuk dalam kategori ini adalah : Zina, Qadz}af, Sari>qah, H{ira>bah, Syurb al-
K{hamr, dan al-Riddah. 
2. Jari>mah Qis}ha>s-Diyat. 
Yaitu hukuman yang telah ditentukan batasan terendah dan tertingginya, 
akibat perbuatan hukum yang telah dilanggar. Tetapi menjadi hak 
perseorangan yang memberi peluang terhapusnya hukuman karena pemaafan. 
Hal ini terjadi pada lima kasus, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan 
semi sengaja, pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan sengaja, dan 
penganiayaan tidak sengaja. 
3. Jari>mah Ta’zir. 
Yaitu hukuman yang tidak memiliki ketentuan dalam nash al-Qur’an ataupun 
al-Hadits, sehingga menuntut ulama’ atau pemerintah islam mengeluarkan 
fatwa-fatwa ketentuan hukum berdasar prosedur hukum islam. Contoh kasus 
dalam hal ini adalah : penistaan agama, saksi palsu, dan penyuapan.12 
 
Berdasarkan pembagian jari>mah diatas, maka tindak terorisme dalam 
penelitian ini akan ditinjau kategori jari>mahnya, apakah ia bisa termasuk dalam 
kategori jari>mah h}udu>d, atau jari>mah qiya>s, atau justru jari>mah ta’zir. Jika 
                                                 
12 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 204. 
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terorisme masuk ke dalam jari>mah h}udu>d termasuk dalam jenis jari>mah h}ira>bah, 
bugha>t, atau justru malah qa>ti’u al-T{hari>q? untuk menentukan persoalan karena 
dalam mengkaji tindak pidana terorisme adalah menggunakan perspektif pidana 
Islam, maka harus mempertimbangkan beberapa ketentuan-ketentuan hukum 
tindak terorisme dalam nash-nash al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber hukum 
rujukan utama umat islam dalam beragama dan berkehidupan. 
Sebagai tindak perbuatan yang banyak melahirkan berbagai kerusakan, 
baik fisik, psikis maupun materi, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya terorisme 
merupakan tindakan yang telah melanggar prinsip hukum islam, yakni nilai-nilai 
kemaslahatan. Oleh karena itu tindak pidana terorisme dapat diukur ancaman 
sanksi hukumannya berdasarkan ukuran dan kriteria akibat kerusakan yang telah 
ditimbulkan serta sejauh mana kemaslahatan yang telah dihilangkan. Semakin 
besar kerusakan dan semakin jauh kemaslahatan yang telah dihilangkan, maka 
semakin berat pula ancaman sanksi hukuman yang ditimpalkan. Begitupun 
sebaliknya jika semakin kecil dan sedikit kerusakan serta maslahat yang 
dihilangkan, maka semakin ringan pula sanksi hukuman yang diancamkan.13 
Dalam pertimbangan hukum, selain bersifat sosiologis (dalam arti 
megutamakan konsep kemaslahatan) hukum islam sesungguhnya juga bersifat 
teologis (tekstualis). Karena itu proses pemidanaan suatu perbuatan dalam hukum 
islam juga ditentukan ada tidaknya nash hukum yang menentukan tindak 
perbuatan tersebut. Adapun jika memang terpaksa tidak terdapat nash yang 
menentukan, maka dalam proses pemidanaan yang dilakukan adalah 
                                                 
13 Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekontruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak 
Manusia dam Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 224. 
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menggunakan alternatif  penggalian hukum (istinba>t al-H}ukm) semisal ijma’, 
ijtiha>d, ataupun metode lainnya seperti qiya>s.14 
Mengingat dalam hal terorisme secara tekstual dalam al-Qur’an maupun 
sunnah belum disebutkan secara implisit, maka jalan satu-satunya yang dapat 
ditempuh adalah qiya>s.  
 Qiya>s. 
Secara bahasa, qiya>s berasal dari bahasa Arab yaitu  سايق yang artinya hal 
mengukur, membandingkan aturan. Ada juga yang mengartikan qiya>s dengan 
mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara 
keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan qiya>s sebagai mengukur dan 
menyamakan. Sedangkan secara istilah, pengertian qiya>s menurut ahli ushul fiqh 
adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan 
hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan 
hukumnya berdasarkan nash. Definisi lain dari qiya>s menurut ahli ushul fiqh 
adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang 
ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illa>t hukum.15 
Maka apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus 
dan ‘illa>t hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui 
‘illa>t hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada 
nashnya itu dalam suatu ‘illa>t, yang ‘illa>t hukum itu juga terdapat pada kasus itu, 
maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang telahada nashnya, 
                                                 
14 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 204. 
15 Hanafie, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Bumirestu, 1980), hlm. 18. 
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berdasarkan atas persamaan ‘illa>tnya, karena sesungguhnya hukum itu ada 
dimana ‘illa>t hukum ada. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa qiya>s ialah menhubungkan suatu masalah 
yang tidak terdapat nash syara’ tentang hukumnya dengan suatu masalah yang 
terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduannya dari segi ‘illa>t 
hukum dan meskipun definisi qiya>s dan meskipun definisi qiya>s dari beberapa 
ulama’ berbeda-beda, tetapi pada dasarnya sama, dimana dari beberapa definisi 
tersebut mengandung unsur-unsur qiya>s yaitu : al-as}lu (dasar, pokok), al-far’u 
(cabang), hukum as}l, dan ‘illa>t. Hal mengukur, membandingkan aturan, 
kemudian menyamakan antara keduanya itulah yang disebut dengan qiya>s.  
Dalam penalarannya selanjutnya, maka pendefinisian terorisme dalam 
terminologi islam hanya dimungkinkan bila unsur dan kriteria terorisme telah 
diketahui terlebih dahulu. Tanpa mengetahui bagaimana unsur dan kriteria tindak 
terorisme terlebih, maka Qiya>s tersebut besar kemungkinan hanya akan 
membuahkan keputusan hukum yang salah. 
Dari sudut pandang sisi prinsip dan kriterianya, maka terorisme dalam 
perspektif hukum pidana islam dapat dimasukkan ke dalam kategori Jari>mah 
Hudu>d dengan Qiya>s tindak pidana H{ira>bah.16 Hal ini didasarkan pada kesamaan 
Illa>t atau unsur yang meliputi tindak pidana terorisme dengan tindak pidana 
H{ira>bah, yang keduanya sama-sama memiliki kriteria Hukum, sebagai perbuatan 
yang menimbulkan berbagai kerusakan dalam kehidupan ini. Secara terperinci 
                                                 
16 Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm, 91. 
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bisa dibedakan menjadi empat yakni, 1. Dari sifat tindakannya. 2. Akibat 
tindakannya, 3. Motif tindakannya. 4. Taktik model tindaknnya. 
Berdasarkan sifat tindakannya terorisme sesungguhnya tak ubahnya 
dengan sifat tindakan tindak pidana H{ira>bah. Keduannya sama-sama memiliki 
sifat mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti dan meneror. Disetiap 
tindakannya juga sangat sarat dengan unsur kekerasan dan kekejaman seperti 
membunuh, melukai sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana h{ira>bah. 
Sedangkan berdasar akibat tindakannya, adalah terkait dengan unsur yang 
pertama tadi yaitu menimbulkan suasana takut, terteror, menimbulkan persaan 
terancam secara psikis maupun fisik pada diri individu ataupun masyakat secara 
luas, rusaknya fasilitas sarana prasarana umum, menimbulkan banyak korban 
jiwa, luka-luka serta menghilangkan suasana kedamaian dan ketentraman sosial. 
Hal ini senada dengan asbabun nuzulnya ayat tentang tindak pidana hira>bah (al-
Maidah ayat 33) yang tak berbeda dengan status hukum tindak pidana terorisme, 
yang pada saat itu untuk menghukumi suku Ukul dan Ukrainah yang telah 
merampok unta dan membunuh penggembalanya.17 
Sementara itu secara umum sesungguhnya terorisme dengan motif dan 
tujuan apapun sesungguhnya bisa dihakimi dengan tindak pidana h}ira>bah. Lain 
dari pada unsur yang keempat, yaitu taktik tindak pidana terorisme seperti 
perampokan, penculikan, penyanderaan, ataupun penegeboman adalah taktik atau 
cara-cara yang tak berbeda dengan model taktik kekerasan tindak pidana h}ira>bah.  
                                                 
17 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 206 
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Berdasar pada model dan taktik tindakannya terorisme adalah tindak 
perbuatan yang kerap menggunakan taktik yang tak berbeda dengan tindak pidana 
h}ira>bah. Seperti halnya perampokan, sabotase, penculikan dan pengeboman. 
Dalam beberapa peristiwa terkadang juga terdapat taktik pembunuhan terselubung 
yang dilakukan para terorisme dalam melakukan aksi untuk mecapai tujuannya. 
Berdasarkan keempat unsur diatas, terorisme dipandang dari prinsip kriteria 
Hukum Islam, maka bisa dianalogikan sama dengan tindak pidana h}ira>bah. 
Namun demikian, meski secara umum tindak pidana terorisme bisa 
diqiyaskan dengan tindak pidana h}ira>bah, tetapi dalam beberapa kriteria, yakni 1. 
Dilihat dari motif pendorong tindakan tersebut, 2. Berdasar tujuan tindakan, 3. 
Berdasar target sasaran aksi, terkadang tindak pidana terorisme tidak bisa di-
qiya>s-kan dengan tindak pidana h}ira>bah. Hal ini terjadi karena tindak perbuatan 
ekstrim terorisme seringkali memiliki motif-tujuan yang berbeda-beda, antara satu 
tindak pidana terorisme dengan tindak pidana terorisme yang lainnya. 
Dalam skala ini, maka bisa dipahami jika dalam peristiwa tertentu, tindak 
terorisme terkadang mengalami proses pemidanaan yang bersifat kasuistik, selalu 
tergantung dan bergantng pada hal dan unsur-unsur yang melingkupi tindak 
terorisme itu sendiri. Sebagai contoh ketika tindak pidana terorisme tersebut 
memiliki unsur-unsur motif atau tujuan yang bersifat politis, seperti terorisme 
separatisme, maka dalam hal ini tidak bisa diqiyaskan lagi kepada tindak pidana 
h}ira>bah. Melainkan harus di-qiya>s-kan kepada jari>mah lain yang unsur dan 
motifnya sama dengan separatisme, yaitu jari>mah bug{ha>t.18 
                                                 
18 Ibid., hlm. 208. 
37 
 
 
 
Hal tersebut tentu sangat relevan, mengingat dalam hal ini Hukum Islam 
juga membagi tindak pidana jari>mah dalam dua kategori, yakni jari>mah biasa dan 
jari>mah politik. Pembagian tersebut didasarkan atas kriteria : unsur motif 
pendorong, motif tujuan tindakan, target sasaran aksi, dan kondisi apa tindak 
pidana tersebut dilakukan. Berdasarkan kriteria diatas, maka dalam perspektif 
Hukum Islam tindak pidana terorisme dibedakan menjadi dua, yakni tindak 
pidana terorisme biasa, dan tindak pidana terorisme politik. 
 
B. Dasar Hukum dan ketentuan Sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam 
perspektif Hukum Pidana Islam 
Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam tidak mendasarkan diri 
kepada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan 
pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis. 
Selain itu, agama Islam yang suci ini dibawa oleh Rasulullah yang mempunyai 
kepribadian yang suci pula, serta memiliki ak{hla>q al-kari>mah dan sifat-sifat yang 
terpuji.  
Ayat Al-Qur’an pertama tentang jihad yang diturunkan Allah kepada 
Nabi Muhammad adalah memerangi kaum kafīr sebatas yang memerangi Islam. 
Sebagaimana dalam fīrman Allah.  
 َنيَِدتْعُمْلٱ ُّبُِحي َلَ َ هللَّٱ هنِإ ۚ ۟آوَُدتَْعت َلََو ْمَُكنُوِلت
ََُٰقي َنيِذهلٱ ِ هللَّٱ ِلِيبَس ِىف ۟اُوِلت ََٰقَو 
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 190). 
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Setelah kita cermati kembali tentang Islam sekaligus pribadi Rasulullah 
Saw yang diamanati oleh Allah Swt untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat 
manusia, maka jelas sekali bahwa terorisme sama sekali tidak dikenal, bahkan 
bertolak belakang dengan ajaran Islam. Terorisme dengan menggunakan 
kekerasan, kekejaman serta kebengisan dan cara-cara lain untuk menimbulkan 
rasa takut pada manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan Islam dengan lemah 
lembut, santun, tidak menjadikan manusia takut dan lari, serta membawa pada 
kemudahan, tidak menimbulkan kesusahan, dan tidak ada paksaan. Jika dilihat 
dari tujuannya, terorisme dan Islam pun juga berbeda.  
Terorisme biasanya digunakan untuk tujuan politik dan kekuasaan. 
Sedangkan ajaran Islam bertujuan untuk menuntun manusia dalam mencapai 
kebahagiaan hidupnya dengan dilandasi rasa kasih sayang hanya semata-mata 
mengharap ridha Allah SWT. Jadi dengan demikian, jelas dan teranglah bahwa 
terorisme dalam pandangan Islam tidak dibenarkan, dan jauh dari tuntunan 
Hukum Islam.  
Ruang hukum, terutama Hukum Islam dalam hal ini membagi tindak 
pidana atau kejahatan menjadi dua kategori berdasarkan pertimbangan unsur 
tujuannya, yakni Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Biasa (non politik). 
Maka dapat dipahami bila terorisme ditinjau dari perspektif Hukum Islam juga 
terbagi dalam dua kategori, yaitu Terorisme Politik dan Terorisme Biasa.19 
Parameter ukuran pengkategorisasian tersebut adalah bagaimana faktor 
kepentingan dan tujuannya. Jikalau tujuannya terdapat kepentingan politik, maka 
                                                 
19 Ibid., hlm. 208. 
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tergolong dalam tindak pidana terorisme politik, sebaliknya jika tujuannya adalah 
non politis maka tergolong tindak pidana terorisme biasa. 
1. Sanksi Tindak Pidana Terorisme Biasa. 
Berdasarkan uraian diatas secara general tindak Pidana terorisme (biasa 
atau non politik) dalam sudut pandang Fiqh jina>yah sesungguhnya bisa 
diqiyaskan Jarīmah Hirābah (Perompakan). Fiqh jina>yah merupakan bagian 
dari syari’at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah. Oleh karena 
itu pada zaman Rasulullah dan Khulafā’ ar-Rāsyidīn, hukum pidana Islam 
berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh 
pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri. Dikalangan Fuqahā, 
yang dimaksud dengan kata-kata Jina>yah ialah perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda 
ataupun yang lainnya.20  
Makna dari jarimah h}irābah ialah suatu perbuatan yang dimurkai Allah 
yaitu melakukan gabungan dari perampasan, penteroran, pembunuhan, dan 
juga merusak di muka bumi. Dalam hal ini tidak ada permasalahan mengenai 
gender dan status baik itu laki-laki atau perempuan dan baik itu orang yang 
merdeka ataupun budak. 
Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan 
meledakkannya yang dilakukan oleh para teroris termasuk h}irābah.21 
Termasuk ke dalam unsur-unsur h}irābah yaitu:  
                                                 
20 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), cet. 
ke-5, hlm.1.  
21 M. Nurul Irfan dan Musyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 127.  
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a. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak 
membunuh.  
b. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.  
c. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.  
d. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.  
 Mengenai permasalahan senjata Imam Syafī’i, Maliki, pengikut Imam 
Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm yang dianggap Hirābah 
adalah motif tindakan kejahatannya bukan dilihat dari senjatanya. Namun 
berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa 
tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tidak termasuk Hirābah. 
Menurut Mazhab Maliki mengatakan bahwa hadd gugur bagi anak kecil dan 
orang gila tetapi tidak gugur bagi orang dewasa dan berakal (mukallaf). 
Karena H{add ini adalah hak Allah sedangkan dalam melaksanakan hak Allah 
itu anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang yang 
mukallaf.  
Ketentuan sanksi nya termuat dalam Q.S Al-Ma’idah ayat 33 : 
 َرَو َ هللَّٱ َنُوبِراَُحي َنيِذهلٱ ۟اُؤ
ٓ ََٰزَج اَمهنِإ اًداََسف ِضَْرْلْٱ ِىف َنْوَعَْسيَو ُۥَهلوُس
 َنِم ۟اْوَفُني َْوأ ٍف ََٰلِخ ْن ِ م مُُهلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعهَطُقت َْوأ ۟آُوبهلَُصي َْوأ ۟آُولهتَُقي َنأ
 ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخاَءْلٱ ِىف ْمَُهلَو ۖ َايْنُّدلٱ ِىف ٌىْزِخ ْمَُهل َكِل ََٰذ ۚ ِضَْرْلْٱ 
 
 “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang 
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demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Maidah[5]: 33).   
 
Penjelasan atau rincian dari pembagian sanksi atau hukuman tindak 
pidan terorisme berdasarkan ayat diatas adalah sebagai berikut22 : 
1) Apabila pelaku hanya meneror di jalan dan merampas harta tetapi tidak 
membunuh korbannya, maka sanksi nya adalah di potong tangan dan 
kaki nya dengan cara silang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan 
kiri dengan kaki kanan).  
2) Apabila pelaku mengambil harta dan membunuh korbannya, maka sanksi 
nya dalah dihukum mati kemudian disalib.  
3) Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka 
sanksinya berupa hukuman mati sebagai H{add, bukan sebagai Qishāsh. 
Karena bukan sebagai Qishāsh, tidak dapat dibatalkan lantaran 
dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Sebab yang terjadi di sini adalah 
kewajiban memberlakukan H{add sebagai balasan atas sikap perilaku 
yang menentang Allah dan Rasul-Nya, melanggar perintah keduanya, 
menakut-nakuti orang, dan mengacaukan keamanan masyarakat.  
4) Apabila pelaku tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka sanksi 
nya adalah dipenjarakan atau diasingkan. Dalam contoh disini seperti 
pelaku yang tidak berbuat secara langsung dalam arti kata membantu 
dalam hal memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada 
pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku terorisme 
                                                 
22 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudūd fī Al-Islam wa Muqāranatuhā bi 
Qawānīn Al-Wad‟iyyah, (Kairo: Dar Al-Kutub 1974), hlm. 291.   
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ataupun menyembunyikan informasi dan apapun yang dilakukan 
seseorang untuk membantu pelaku tindak pidana terorisme tersebut.   
Namun demikian hukuman tersebut, sebagaimana yang telah 
dikemukakan di depan bahwasanya dalam penenentuannya selalu 
dipertimbangkan atas dasar mashlah{ah. Yakni didasarkan pada pertimbangan 
sejauhmana kadar mafsadah yang ditimbulkan serta sejauhmana kadar 
maslah{ah yang diperoleh. 
2. Sanksi Tindak Pidana Terorisme Politik. 
Dalam konteks tertentu terorisme tidak bisa di-qiya>s-kan dalam teori 
jari>mah h}ira>bah, karena munculnya motif dan tujuan yang berbeda-beda. 
Sebagai contoh yaitu ketika tindak pidana terorisme yang terjadi memiliki 
unsur-unsur (motif) tujuan yang bersifat politis, seperti terorisme separatisme. 
Maka terorisme dalam pengertian ini harus di-qiya>s-kan dengan teori jari>mah 
bugha>t, karena memiliki unsur dan ‘illat yang sama dengan terorisme 
separatisme.23 
Menurut terminologi, bug{ha>t didefinisikan oleh para ulama dalam 
redaksi yang bervariasi, antara lain : 
a) Malikiyyah berpendapat bahwa pemberontakan adalah menolak tunduk 
dan taat kepada kepala pemerintahan yang sah dengan cara kudeta dan 
menggulingkannya. 
                                                 
23 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 207-208. 
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b) Hanafiyyah berpendapat bahwa pembangkangan terhadap kepala Negara 
yang sah dan benar dengan cara yang tidak benar. 
c) Syafi’iyyah dan Hambaliyyah mendefinisikan Bugha>t sebagai 
pembangkangan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin 
yang ditaati, terhadap kepala negara yang tidak benar.24 
Pada dasarnya jika diteliti secara seksama sebenarnya definisi yang telah 
dikemukakan oleh para ulama’ diatas tidak ada perbedaan secara prinsipil, namun 
hanya berbeda secara redaksional. Maka unsur-unsur yang harus terdapat dalam 
Jari>mah Bugha>t antara lain adalah : 
(1). Adanya pembangkangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang 
dipimpin oleh seorang pemimpin. 
(2).  Menggunakan kekuatan (power) dan terkoordinir dalam kesatuan organisasi. 
(3).  Terdapat tujuan yang ingin dicapai yakni pengambilalihan kekuasaan. 
Hukuman bagi yang melakukan pemberontakan terhadap negara atau 
pemerintahan yang sah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an yang 
menerangkan kewajiban memerangi pemberontakan adalah firman-Nya : 
 اَمُه َٰىَدِْحإ ْتََغب ِۢنَإف ۖ اَمَُهنْيَب ۟اوُحِلَْصَأف ۟اُوَلَتتْقٱ َنيِنِمْؤُمْلٱ َنِم ِنَاتَِفٓئاَط نِإَو
 ْتَٓءَاف ِنَإف ۚ ِ هللَّٱ ِرَْمأ ٓ ََٰىِلإ َءٓىَِفت َٰىهتَح ىِغَْبت ِىتهلٱ ۟اُوِلت َََٰقف َٰىَرُْخْلْٱ َىلَع
 ْيَب ۟اوُحِلَْصَأف َنيِطِسْقُمْلٱ ُّبُِحي َ هللَّٱ هِنإ ۖ ۟آوُطِسَْقأَو ِلْدَعْلِٱب اَمَُهن  
 
                                                 
24 Abu Azzam, Terorisme Bukan..., hlm. 133. 
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar 
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 
damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku 
adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-
Hujurat [49] : 9) 
 
Berdasarkan firman Allah SWT diatas bisa dapat kita mengerti bahwa, 
hukum memerangi atas pemberontak pemerintahan imam atau penguasa 
hukumnya adalah wajib, jika pemberontakan itu dilakukan oleh segolongan kaum 
muslim atas segolongan kaum muslim yang lainnya. Terlebih jika pemberontakan 
itu ditujukan kepada pemimpin yang adil dan sah. Tetapi keberlakuan memerangi 
tersebut adalah hanya sebatas sampai menyerahnya pemberontak tadi kepada 
penguasa. 
Dalam hadist juga ditemukan dalil-dalil yang menunjukkan ketentuan 
mengenai sanksi jarimah Bugha>t diantaranya adalah : 
 ْنَع َجَرَخ ْنَم ( :َلَاق ملسو هيلع الله ىلص ِ  يِبَّنَلا ْنَع هنع الله يضر َةَرْيَرُه يَِبأ ْنَعَو
  ةَّيِلِهاَج  َةتيِم ُُهَتتيِمَف ,َتاَمَو ,َةَعاَمَجَْلا َقَرَافَو ,ِةَعاَّطَلا )    مِلْسُم ُهَجَرَْخأ  
Artinya : “dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda : 
“barang siapa keluar dari kepatuhan dan berpisah dari jamaah lalu ia mati, 
maka kematiannya adalah jahiliyyah”. (H.R. Muslim).  
 
 :ُلُوقَي ملسو هيلع الله ىلص ِ ََّاَللّ َلوُسَر ُتْعِمَس :ٍحْيَرُش ِنْب َةََجفْرَع ْنَعَو 
) ُهُوُلتْقَاف ,ْمَُكتَعاَمَج َق ِ رَُفي َْنأ ُديُِري ,  عيِمَج ْمُكَرََمأَو ْمُكَاَتأ ْنَم (   ُهَجَرَْخأ
  مِلْسُم 
Artinya : “Dari arfazah ibn suraih Rasulullah saw pernah bersabda 
“siapa yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian telah berkumpul atau 
bersatu dalam satu kepemimpinan kemudian ia ingin memecah belah persatuan 
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kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian, maka perangilah atau bunuhlah 
orang tersebut”.(H.R. Muslim)25 
 
Dalam redaksi lain, 
 ُهَّنِإ  ُنْوَُكتَس   تَانَه ،  تَانَهَو  ْنََمف  َداََرأ  َْنأ  َق  ِرَُفي  َرَْمأ  ِهِذَه ،ِة َُّمْلَا  َيِهَو ،  عْيِمَج  ُهُوبِرْضَاف
  ِفْيَّسلِاب ا نِئاَك  ْنَم  َناَك  
“Dikabarkan oleh ahmad ibn syua’ib berkata: dikabarkan oleh 
Muhammad ibn yahya berkata: dikabarkan oleh Abdullah ibn usman dari abi 
hamzah dari ziyad ibn alaqha, dari arfazah ibn syuraihin berkata: rasulullah saw 
bersabda “sungguh akan terjadi fitnah dan perkara-perkara baru. Maka siapa 
yang ingin memecah-belah perkara umat ini padahal umat ini dalam keadaan 
telah berkumpul/ bersatu dalam satu kepemimpinan maka perangilah/bunuhlah 
orang tersebut siapa pun dia.”(H.R Muslim).26 
 
 
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum 
Pidana Islam 
Pertanggungjawaban dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang 
dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang di kerjakanya dengan 
kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari 
perbuatanya itu. Dalam syari’at pertanggungjawaban didasarkan atas tiga hal27 : 
1. Adanya perbuatan yang dilarang. 
Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan 
hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau 
meninggalkan hal-hal yang di perintahkan oleh hukum islam. 
                                                 
25 Ibnu Hajar Asqalany, Bulu>ghul Mara>m, Juz 9 No. 1208, (Pustaka:  Al-Hidayah, 2008), 
hlm. 60. 
26 al-Imam Muslim dalam Shahih-nya, Kitab al-Imarah, Bab “Hukmu Man Farraqa Amral 
Muslimin wa Huwa Mujtama’” (Hukum orang yang memecah-belah urusan muslimin dalam 
keadaan mereka telah berkumpul/bersatu pada perkara tersebut), no. 1852. 
27 Mustofa Hasan dan Beni ahmad saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: 
Pustaka Setia,2013), cet. ke-1, hlm.586-587.  
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Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat 
pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Sebagaimana kaidah fiqh: 
صن لاب ةبقعلَّو ةمي رجلَّ 
Artinya : “Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada 
larangan nash”. 
 
2. Perbuatan yang dikerjakan adalah hasil dari kemauan sendiri. 
Dalam hal pertangggungjawaban pidana, hukum islam hanya 
membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum 
islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di 
jatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia ialah baligh. Hal ini di dasarkan pada 
dalil al-Qur’an yaitu :  
 ُي َكِل
ََٰذَك ۚ ْمِهِلْبَق نِم َنيِذَّلٱ ََنذَْٔـتْسٱ اَمَك ۟اُونِذَْٔـتَْسيَْلف َُملُحْلٱ ُمُكنِم ُل
ََٰفَْطْلَٱ َغََلب َاِذإَو ْمَُكل ُ َّللّٱ ُِن يَب
 ًۭ ميِكَح  ميِلَع ُ َّللّٱَو ۗ ِۦِهت ََٰياَء  
    Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka 
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. an-Nur [24] : 59).28 
 
3. Dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tadi. 
Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan 
hukum maka sanksinya (hukumanya) diperberat. Namun jika sebalikknya 
maka hukumanya di peringan, dalam hal ini faktor yang utama di sini adalah 
melawan hukum. Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan 
perbuatan syari’ setelah di ketahui syar’i melarang atau mewajibkan 
                                                 
28 Jalaluddin As Sayuhuti, Al Jami’ Ash Shagir, Juz II, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), hlm. 24. 
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perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok 
yang harus terdapat pada setiap tindak pidana, baik tindak pidana ringan 
atau tindak pidana berat, yang disengaja atau tidak di sengaja. Adapun 
pengertian syarat (syari’) adalah sesuatu yang menjadikan hukum Islam 
tergantung pada keberadaanya mengharuskan ketidakberadaan suau hukum 
Islam.29 
Apabila ketiga hal diatas tidak ditemukan, maka perbuatan tadi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Sebaliknya jika ketiga hal diatas diketemukan, maka 
perbuatan tersebut bisa dimintai perjanggungjawaban pidana atau al-Mas’u >liyyah 
al-Jina>iyyah. Jadi pelaku tersebut dalam hal ini khususnya untuk pelaku tindak 
pidana terorisme, dan pelaku tindak pidana lain pada umunya adalah harus 
mukallaf dan hal itu tidak hanya berlaku pada individu atau perorangan namun 
berlaku juga bagi badan hukum atau korporasi. Dalam islam sendiri badan hukum 
sebenarnya telah lama dikenal seperti baitul mal, yayasan, madrasah dan lain 
sebagainya. Akan tetapi karena badan hukum atau korporasi tidak berbuat secara 
langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah tak 
memiliki pengetahuan perbuatan (Idra>k) dan pilihan (Ikh{tiya>r) maka beban 
beralih dikenakan kepada orang-orang yang mewakili atau mengoperasikan 
jalannya badan hukum tersebut. 
Dari uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa pertanggungjawaban 
pidana bagi subjek hukum pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana 
Islam adalah manusia yang masih hidup dengan syarat berakal sehat, mukallaf, 
                                                 
29 Syekh Abdul Wahhab Khallaf ,Ilmu Usulil Fiqh, terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka 
Amani, 2003), hlm.91 
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dan atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Subjek hukum atau pelaku 
hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala 
tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Para ulama 
ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mah{ku>m ‘alaih (  مْوُكْحَملا
 ِهْيلَع ) adalah seseorang yang perbuatannnya dikenai khitab Allah ta’ala, yang 
disebutkan dengan mukallaf (  ُفلَكُملا ). Jadi menurut hukum pidana Islam subjek 
hukum pelaku tindak pidana terorisme yang bisa dimintai pertanggungjawaban 
pidana pada dasarnya hanyalah berupa perorangan bukan berbentuk korporasi atau 
badan hukum. 
Namun terlepas dari semua itu, untuk saat sekarang ini jika dikhawatirkan bahwa 
korporasi yang terlepas dari pertanggungjawaban pidana tadi justru menjadi 
wadah bagi para pelaku tindak pidana terorisme penerusnya, maka dalam hal ini 
hukum pidana Islam bisa menjatuhkan sanksi kepada korporasi berupa berupa 
pentupan atau pencabutan izin berdiri sebagaimana yang berlaku dalam hukum 
pidan positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini pernah dicontohkan sahabat Abu 
Bakar R.A. yang pada saat membubarkan organisasi yang dibentuk oleh 
Musailamah al-Kadzab yang dikhawatirkan dijadikan sebagai wadah para pengkut 
Musailamah dalam menghimpun kekuatan untuk memberontak kepada 
pemerintahan. Metode penetapan hukum seperti ini dalam hukum Islam dikenal 
sebagai sadd az-Zari>’ah. 
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 Sadd az-Zari>’ah 
Secara bahasa kata sadd (دس)    berarti menutup dan az-Zari>’ah ( يرذلاةع ) berati 
wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Secara istilah, az-Zari>’ah adalah : 
اعرش عونمم ئش يلااقيرطو ةليسو نوكتام 
“jalan yang menjadi perantaraan dan jalan kepada sesuatu yang dilarang” 
Maka dapat dikatakan bahwa sadd az-Zari>’ah adalah metode penetapan 
hukum dengan cara menutup jalan yang menjadi perantara kepada perbuatan 
yang bisa menimbulkan kerusakan (mafsadat). Bisa juga diartikan melarang 
suatu perbutan untuk menghindari perbuatan lain yang dilarang.30 
Beralih mengenai konsep penyertaan, dalam hukum pidana Islam 
membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, para 
Fuqa>ha’ menyebutnya dengan istilah Jari>mah Sya>rik Muba>syir dan Jar>imah 
Sya>rik Mutasabbib. Menurut aturan Syari’at Islam, hukuman yang telah 
ditentukan dijatuhkan atas orang yang turut berbuat langsung (sya>rik muba>syir), 
bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung (sya>rik mutasabbib). Sebab 
pertama, para fuqaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan 
hukum-hukum yang bentuk ukuran hukumannya telah ditentukan oleh syara’ 
yaitu H{udu>d dan Qisha>sh termasuk didalamnya pembunuhan, dan sebab yang 
kedua, kaidah (prinsip) umum dalam hukum Islam menetapkan bahwa hukuman 
yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak 
                                                 
30 Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam. (Semarang: Pstaka Rizki 
Putra, 2001), hlm. 231. 
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pidana secara langsung, bukan pada pelaku tidak langsung. 31 Maka dalam hal ini 
yang bisa dijatuhi hukuman H}udu>d hanyalah pada pelaku Jari>mah Sya>rik 
Muba>syir, sedangkan sanksi bagi pelaku Jari>mah Sya>rik Muttasabbib adalah 
dialihkan dengan sanksi ta’zi >r. 
Dalam redaksi lain para ulama’ Fiqh memisahkan istilah kerja sama dalam 
terjadinya jarimah menjadi dua bagian, yaitu Tawa>fuq (kebetulan) dan Tama>lu’ 
(direncanakan). Dalam konteks tindak pidana terorisme jika kerja samanya secara 
Tawa>fuq, maka walaupun objek dari kejahatannya adalah sama, namun pada 
dasarnya mereka dipertemukan secara tidak sengaja dan tidak disertai niatan 
secara bersama-sama melalui kesepakatan sebelumnya. Sebaliknya jika secara 
Tama>lu’, maka para pelaku sebelumnya telah bersepakat dan bermaksud untuk 
bersama-sama melakukan tindak pidana terorisme.  
Menurut kebanyakan Fuqa>ha’ ada perbedaan pertanggungjawaban antara 
Tawa>fuq dengan Tama>lu’. Pada Tawa>fuq, masing-masing pelaku hanya 
bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab 
atas perbuatan orang lain. Tergantung unsur-unsur pidana yang telah dilakukan. 
Jika terkandung unsur politik dikenakan dengan sanksi Jari>mah Bug}ha>t, 
sedangkan jika hanya teror biasa maka dijatuhi Jari>mah H}ira>bah. Tanpa terikat 
dan tersangkut oleh akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku lain 
yang membersamainya Lain halnya yang terjadi pada Tama>lu’, para pelaku harus 
mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan.  
                                                 
31 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jina’iyy al-Islami 
Muqaranan Bil Qanulil Wad’iy), jilid. II,( Bogor:Penerbit Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 35 
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Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah antara Tawa>fuq dan Tama>lu’ 
sama saja hukumannya yaitu masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas 
perbuatannya sendiri baik sebelumnya telah terjadi rencana kesepakatan ataupun 
hanya kebetulan belaka. Jadi perbedaan pendapat tersebut tidak terletak pada asas 
“tidak adanya pengaruh keadaan seseorang atas kawan berbuatnya”, melainkan 
atas asas menghindarkan hukuman karena ada Syubha>t (keraguan).  Sedang Imam 
madzhab yang lainnya membedakan antara tawafuq dan tamalu’ sebagaimana 
yang telah diterangkan sebelumnya .Akan tetapi sebagian ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah mengambil pendapat Imam Abu Hanifah.32 Maka konsekuensi hukum 
yang harus ditanggung semua pelaku dalam hal ini adalah ‘Uqu>bah Jari>mah 
H}udu>d. 
  
 
                                                 
32 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 
hlm, 143. 
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BAB III 
TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM 
PIDANA POSITIF DI INDONESIA 
 
A. Definisi Terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia 
Negara adalah lembaga hukum tertinggi dalam suatu wilayah yang dengan 
segala perangkat kekuasaannya, memiliki kemampuan untuk memberlakukan 
suatu aturan dan memaksa seluruh penduduk yang tinggal di dalamnya untuk 
tidak melanggar setiap peraturan yang telah diundangkan tadi. Negara memiliki 
falsafah dan hukum tertinggi yang menjadi pondasi berdirinya, setiap peraturan 
dan hukum yang berlaku mestilah selaras dan menjiwai asas hukum tertinggi 
tersebut.  
Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam 
bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai merosotnya semangat 
nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak 
percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia 
yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara 
langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari 
aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama 
menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan 
adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia 
yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat 
Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat 
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adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah 
terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para 
teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan 
niatnya untuk mengunjungi tempat-tenpat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah 
yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untk melaksanakan 
aktifītasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara 
dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang 
karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.  
Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme 
tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagaian besar 
adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang 
mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan 
“iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka 
bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini 
menunjukan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal 
tersebut pun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan 
bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari 
bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar 
dipupuk sejak dini.  
Terorisme di Indonesia termasuk ke dalam bagian sanksi pidana. Sanksi 
pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah 
melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses 
peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang diberikan secara khusus. Dengan 
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pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak 
pidana lagi. Sanksi pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut  :
1 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;  
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (yang berwewenang);  
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undang-undang;  
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang 
karena telah melanggar hukum.  
Setiap pelaku terorisme yang diancam hukuman, tidak hanya bagi setiap 
orang yang melakukan di dalam negeri, tetapi juga menyentuh setiap orang atau 
penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan terorisme di luar negeri atau negara 
asing. Sejumlah terpidana berbagai kasus terkait terorisme telah menjalani 
hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau menjalani masa hukuman sesuai 
vonis hakim. Target sasaran terorisme lebih banyak ke objek vital dan ke tempat-
tempat umum. 
Sebenarnya istilah teror dan terorisme merupakan dua istilah yang 
berbeda, tetapi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang bermakna terror dan 
terere yang artinya ketakutan mendalam. Namun, jika dilihat dari metode 
kekerasan, kedua istilah tersebut dibedakan pengertiannya. Aksi teror merupakan 
                                                          
1 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 37.  
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aktifitas bercorak spontan dan tidak teroganisir rapi dan cenderung bersifat 
perorangan. Sebaliknya terorisme bersifat sistematis, terorganisir rapi dilakukan 
oleh sebuah organisasi atau kelompok sebagai pelaku dari aktifitas teror tersebut. 
Tidak semua bentuk teror dapat disebut sebagai terorisme, Menurut Richard 
Bagun, sebagaimana dikutip oleh setiawan, terorisme adalah puncak aksi 
kekerasan (terrorism is the apex violence).2 
Sebagai kekerasan yang bersifat laten, bisa muncul kapan dan dimanapun, 
sebab dan motif terorisme memang sulit ntuk diketahui secara pasti. Masing-
masing kelompok terorisme nampaknya memiliki alasan dan latar belakang 
berbeda di dlam melakukan aksinya. Oleh karena itu dalam realitanya sebab dan 
motif aksi terorisme sangat beragam dan kasuistik, tergantung dari kelompok 
teroris yang melakukan aksi tersebut. Sebuah kelompok teroris bisa jadi 
melakukan aksi terornya karena motif agama, sementara yang lain bisa jadi 
dipengaruhi faktor politik yang memicunya. 3 
Berdasarkan tipologi dari terorisme, secara teoritik terorisme bisa dibedakan 
menjadi tiga bagian : 
1. Terorisme Politik. 
Terorisme Politik adalah jenis terorisme yang dimotivasi oleh 
kepentingan-kepentingan para panggawa-panggawa politik didalam mencapai 
suatu tujuan yang ingin dicapainya. Disilnyalir oleh para pakar bahwa jenis 
terorisme inilah yang tengah menggejala dewasa ini. Hal ini bisa diketahui 
                                                          
2 Moh. Arif Setiawan, “Kriminalisasi Terorisme di Indonesia Dalam Era Globalisasi” , 
Jurnal Hukum, (Jakarta), Vol.9, Nomor: 21, hlm. 71.  
3 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa Jihad Imam Samudra Virus 
Agama Tanpa Cinta, (Yogyakarta: Sajadah_Press, 2007), hlm. 201. 
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karena aktivitas politik  selalu lahir tanpa lepas dari adanya pengandaian 
kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Walaupun bantahan terhadap 
teoritisasi politik juga sering kita dengar bahwa hal itu merupakan salah satu 
strategi atau seni guna meraih jabatan atau kekuasaan. Akan tetapi secara 
faktual, realitas politik adalah realitas yang sungguh-sunguh berbeda dengan 
teorinya. Sebagaimana pendapat dari Machiavelli bahwa politik hadir dengan 
selalu menghalalkan cara, baik persuasif ataupun koersif intimidatif, dan 
berbagai teror sebagai media untuk memuluskan akal bulusnya dalam meraih 
kepentingannya.4 
Sekurang-kurangnya ada dua jenis terorisme politik yang popoler dan 
bisa dicermati yaitu terorisme negara dan sepaatisme. Secara sederhana 
terorisme negara bisa dicirikan dengan adanya kepentingan-kepentingan 
politik, selalu terorganisir dan sistematis. Negara menjadi yang paling 
memungkinkan melakukan terorisme jenis ini karena adanya akses dana 
melimpah juga didukung oleh legitimasi yang sah. Biasanya terorisme jenis 
ini diakukan oleh negara yang memiliki politik standar ganda, layaknya AS. 
Sedangkan speratisme bisa diartikan sebagai aksi pemberontakan 
yang bermaksud memisahkan diri dari pemerinthan yanag sah. Tipe teroris ini 
diklaim sebagai kelompok yang sering melakukan beragam aksi penyandraan, 
sabotase, atau pembantaian pada masyarakat sipil. Oleh karena itu 
                                                          
4 Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 27-30. 
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separatisme dianggap sebagai stereotyping dari terorisme itu sendiri. Sebagai 
contoh adalah gerakan Abu Sayyaf di Filipina.5 
2. Terorisme Agama. 
Agama memang pada dasarnya tidak pernah mendorong pengikutnya 
untuk melakukan aksi anarkhis dan kekerasan, namun ketika agama berada 
dalam fase aktualis, ia hadir meruang dalam masyarakat manusia. Disatu sisi 
agama akan terlihat begitu mempengaruhi masyarakat amanusia, akan tetapi 
disisi lain agama justru begitu dipengaruhi oleh masyarakat manusia. 
Akhirnya akan memicu timbulnya legitimasi kekerasan  yang 
mengatasnamakan agama. 
Menrut Marx Juergensmeyer, terorisme agama bisa muncul karena 
dipengaruhi oleh tiga hal yang mempengaruhi cara berpikir seorang pemeluk 
agama. Diantaranya yaitu adanya ide tentang kemartiran atau kesyahidan, 
adanya ide tentang setanisasi, dan adanya ide tentang gambaran perang 
kosmis.6 
3. Terorisme Kriminal. 
Jenis terorisme ini adalah yang dilatarbelakangi oleh mtoif kepentingan 
untuk mendapatkan material atau harta kekayaan. Terorisme dalam motif ini 
banyak terjadi di negara-negara yang tingkat kesenjangan ekonominya begitu 
tinggi. Dalam kondisi dan situsai seperti itulah, perilaku teror menjadi pelaku 
yang dilakukan oleh masyarakat bawah guna mendapatkan material-material 
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Diskursus sosiologi kontemporer 
                                                          
5 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 190-191. 
6 Mark Juergensmeys, Teror atas Nama Tuhan : Kebangkitan Global kekerasan Agama, 
(Jakarta: Nizam Press, 2002), hlm. 290. 
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mengungkap bahwa  terorisme motif ini sering disebut sebagai akibat gejala 
dari buruknya sistem ekonomi global.7 
Menilik dari uraian diatas Teror adalah digunakannya kekerasan sebagai 
alat komunikasi antara pelaku kejahatan dengan sasaran (target) di muka umum. 
Sedang terorisrne, menurut FBI (Biro Investigasi Federal Arnerika), adalah 
tindakan kekerasan rnelawan hukurn atau kejahatan melawan orang-orang atau 
perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintah, warga sipil 
dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai target sosial politik 
tertentu. 8 
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, istilah terorisme dalam penjelasan 
umum Undang- undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, adalah :  
     Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan 
dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan 
sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau 
rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil 
secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, 
lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan 
cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan 
keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, 
kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun 
internasional...9 
                                                          
7 Aguk Irawan MN dan Isfah Abidal Aziz, Di Balik Fatwa..., hlm. 201. 
8 A.M. Fatwal, Terorisme Global Dalam Perspektif Islam, Tarjih (Jakarta) Edisi ke-9, 2017, 
hlm. 92. 
 
9 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
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Berdasarkan penggalan pasal diatas terorisme mengandung unsur pelaku 
kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, korban kecelakaan, Jadi, defīnisi 
terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
atau tekanan dan menimbulkan suasan teror atau rasa takut tehadap orang atau 
masyarakat secara maluas, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau peradaban 
bangsa mengancam pemerintah dan negara atau menghancurkan tatanan 
perdamaian dunia, menyebarkan dan menganjurkan kebencian serta menimbulkan 
korban manusia yang bersifat massal, dengan cara merampas hak asasi 
manusiaatau kemerdekaan hidup atau hilangnya nyawa manusia dan harta benda 
orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek 
vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan internasional 
dan merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.  
Contoh kasus terorisme yang ada di Indonesia yang terbesar adalah 
peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan merupakan rangkaian peristiwa 
pengeboman terus menerus yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 
2002. Tercatat 202 korban jiwa meninggal dan sedikitnya 209 orang luka-luka 
atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang 
berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini 
dianggap sebagai peristiwa terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia.  
Peristiwa bom bunuh diri terjadi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta 
pada 17 Juli 2009 lebih tepatnya di hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton. Peristiwa 
ini menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Bom 
Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga 
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teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta 
pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, ledakan pertama 
terjadi di tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan 
sebuah Pos Polisi di depan Plaza Sarinah tersebut. Serta masih banyak lagi 
peristiwa-peritiwa lainnya yang tidak disebutkan penulis dalam penelitian ini. 
Sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban pemerintah terhadap tindak 
pidana terorisme tidak hanya sebatas menangani kasus yang ada tapi juga 
berusaha merumuskan undang-undang yang menjadi alat utama dalam mengatasi 
dan menangani serta mencegah terjadinya tindak pidana terorisme terulang 
kembali. Jum’at tanggal 25 Mei 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah 
merampungkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
Tentang Tindak Pidana Terorisme. DPR juga telah menyetujui dan mengesahkan 
hasil revisi menjadi UU dalam Rapat Paripurna. 
Menurut Syafii selaku Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, dalam revisi 
UU ini terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan 
peraturan dalam UU sebelumnya. Setidaknya terdapat delapan poin penambahan 
substansi atau norma baru tersebut, yakni: 
a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme 
seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau 
latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud 
melakukan tindak pidana terorisme. 
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b. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik 
permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan 
tindak pidana terorisme. 
c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, 
pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan 
korporasi. 
d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor 
dalam jangka waktu tertentu. 
e. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu 
penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan 
untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas 
perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum. 
f. Perlindungan korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara. 
g. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait seusai 
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT. 
h. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI. 
Muhammad Syafii berharap UU yang baru ini bisa jadi payung hukum 
dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme."Sebagai upaya untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ucap 
Syafii saat membacakan laporannya dalam Paripurna di Gedung DPR, Senayan, 
Jakarta Pusat. 
 
64 
 
B. Dasar Hukum dan ketentuan Sanksi Tindak Pidana Terorisme dalam 
perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia. 
Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam 
berbagai tragedi yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 
Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yang bersifat 
Internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah 
Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Banyak hal yang menyebabkan munculnya terorisme dan itu sangat dekat 
dengan kehidupan sehari-hari mesyarakat yang kurang dipahami Negara. 
Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Terorisme bukanlah Islam dan 
Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme dikaum muslimin adalah 
kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat 
keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotongsepotong. 
Salah pemahaman ini berkembang menjadi penyalahgunaan agama.10  
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana 
Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis:  
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal 
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta 
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran 
terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas 
Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling 
                                                          
10 Pribadi Adi Paringgo, “Bahaya Terorisme Menjadi Ancaman”. http://www.inilah.com. 
daksesl 28 Agustus 2018, hlm. 1.  
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singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana mati. 
  
Dengan dipergunakannya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa 
takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 
massal dan kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-
objek vital  yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 
internasional dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana 
terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah merupakan delik materiil, 
yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang.  
Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul 
adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat 
yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital  yang strategis 
atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.  
Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 mengatur tentang tindak 
pidana terorisme sebagai delik formil, pasal 7 menyatakan:  
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat 
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau 
harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran 
terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau 
fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama seumur hidup. 
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Maksud dari kalimat “untuk menimbulkan terror” diatas merupakan 
kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu 
delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai 
ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang.  
Selain itu, dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 
13 yang menyatakan:  
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:  
a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta 
kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;  
b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau  
c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana 
terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun. 
  
Pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam 
hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana terorisme. 
Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam Pasal 14 Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan. Pasal 14 
berbunyi:  
Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. 
  
Hukuman mati akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme 
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  
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a. Seorang pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan kekerasan, 
ancaman teror sampai menimbulkan korban serta melakukan kerusakan, 
kehancuran pada lingkungan hidup, fasilitas umum, fasilitas Internasional 
serta objek-objek vital yang strategis sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7, dan 
Pasal 8.  
b. Seorang atau sekelompok pelaku tindak pidana terorisme yang melakukan 
penyimpanan, pengangkutan, penerimaan, dan mensuplay bahan-bahan 
kimia, biologi, radiologi, radioaktif, senjata api, dan lain-lain sesuai 
dengan Pasal 9 dan Pasal 10.  
Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 mengkualifīkasi tindak pidana 
terorisme sebagai berikut:  
a) Delik materil yang terdapat pada Pasal 6.  
b) Delik formil yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.  
c) Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g.  
d) Delik penyertaan dalam Pasal 13 dan Pasal 15.  
e) Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14.  
Mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “ikut serta” atau “penyertaan” 
dalam ketentuan Pasal 9 yang berbunyi : 
 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau 
sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan 
maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan 
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pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.11 
 
 Pasal 11 berbunyi : 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun, setiap orang yang dengan sengaja 
menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan 
atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk 
melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.  
 
Pasal 12 berbunyi : 
 
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau 
mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut 
diketahuinya sebagian atau seluruhnya untuk melakukan : 
a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, 
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang 
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau 
menimbulkan kerusakan harta benda; 
b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, 
radiologi, mokroorganisme, radioaktif atau kmponennya; 
c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata 
kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau 
komponennya; 
d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, 
mokroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau 
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi 
e. Mengancam: 
1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologi, radiologi, 
mokroorganisme, radioaktif atau kmponennya untuk menimbulkan 
kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau 
2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b 
dengan 
tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara 
lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c; dan 
                                                          
11 Ermansjah Djaja, “KUHP Khusus”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2003, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 745. 
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g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a sampai dengan huruf f. 
 
Pasal 13 berbunyi : 
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: a. Memberikan atau 
meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada 
pelaku tindak pidana terorisme; b. Menyembunyikan informasi tentang 
tindak pidana terorisme; Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.  
 
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 diatas terdapat ketentuan yang 
menggariskan ancaman minimal dan maksimal misalnya ancaman minimal 3 
(tiga) tahun sampai 15 (lima belas) tahun. Ketentuan sanksi demikian pada 
perumusannya, terbuka peluang bagi terdakwa untuk menerima putusan yang 
ringan misalnya diputuskan 4 (empat) atau 5 (lima) tahun dan lain-lain. kemudian 
dalam hal sanksi denda sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 ayat (2), 
“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan 
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trililiun rupiah)”.12 
Pidana denda paling sedikit tidak ditentukan dalam undang-undang diatas, 
sehingga dengan demikian penjatuhan sanksi denda kepada terdakwa, kurang 
mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat sebab hal ini tidak dapat 
menimbulkan efek jera kepada pelaku. Setiap jenis tindak pidana yang berkaitan 
dengan terorisme seharusnya dicantumkan sanksi denda maksimal dan minimal 
sehingga jelas pengaturan sanksi denda yang dimaksud, inilah beberapa penerapan 
sanksi pidana terorisme dalam undang-undang ini yang masih kurang jelas 
                                                          
12 http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13284/node, Diakses Pada Tanggal 31 
Maret 2018. 
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sehingga, banyak pelaku teroris atau organisasi terorisme yang merasa tidak jemu-
jemu melakukan aksinya. 
Kejahatan terorisme merupakan hasil dari akumulasi beberapa faktor, 
bukan hanya oleh faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, 
sosiologis, dan masih banyak lagi yang lain. Karena itu terlalu simplistik kalau 
menjelaskan suatu tindakan terorisme hanya berdasarkan satu penyebab misalnya 
psikologis. Konflik etnik, agama dan ideologi, kemiskinan, tekanan modernisasi, 
ketidakadilan politik, kurangnya saluran komunikasi dana, tradisi kekejaman, 
lahirnya kelompok-kelompok revolusioner, kelemahan dan ketidakmampuan 
pemerintah, erosi kepercayaan daripada rezim, dan perpecahan begitu mendalam 
di antara pemerintahan dan elit politik juga menjadi penyebab lahirnya 
terorisme.13  
 
C. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terorisme dalam perspektif 
Hukum Pidana Positif di Indonesia. 
Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki control suatu perbuatan 
pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan 
dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan 
hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek 
jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang 
                                                          
13 Romli Atmasasmita dan Tim, Analisis dan Evaluasi Peraturan PerundangUndangan 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003), 
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012) 
hlm. 73. 
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di muat dalam peraturan undang-undnag akan menekan masyarakat lainya untuk 
tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan adanya pertanggung 
jawaban pidana. 
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 
dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 
dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang 
dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.14 Roeslan Saleh mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan : ”Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu 
yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan 
perbuatan pidana atau tindak pidana”. 15 
Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 
dalam Undang-Undang.  Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan 
sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung 
jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal 
dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum 
tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan 
apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia 
                                                          
14Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara 
Baru, 1990), hlm 80 
15 Ibid. hlm. 75 
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akan dipidana. 
Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat 
(dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, 
yaitu: 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya 
dipertanggungjawabkan dari si pembuat kesalahan. 
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya 
sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). 
3. Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat 
mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatannya. 
4. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 
dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 
 
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) 
KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan 
pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang- 
undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi 
hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat 
dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat 
dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. 16 
Menurut Leden Marpaung, pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) 
bentuk kesengajaan (opzet), yakni:17 
1. Kesengajaan sebagai Maksud Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku 
dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada 
pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman. 
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti 
                                                          
16 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana.. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130 
17 Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.. (Jakarta: Sinar Grafrika, 2005), 
hlm. 25 
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Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 
dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat 
dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. 
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (Dolus Eventualis). 
Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran 
kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan 
untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku 
menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang 
dan diancam oleh Undang-Undang. 
 
Lebih lanjut Leden Marpaung menjelakan bahwa pada umumnya, kelalaian 
(culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:18 
1) Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld) 
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah 
tetap timbul tersebut. 
2) Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh 
Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan 
timbulnya suatu akibat. 
 
Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan 
sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan 
pidana (actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan 
(schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur 
pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si 
pembuat atas perbuatannya. 
Andi Zainal menyatakan bahwa: 19 
Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana 
(actus reus) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim 
akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih 
dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti 
diwujudkan oleh terdakwa. 
 
 
                                                          
18 Ibid., hlm. 26 
19 Andi Zainal Abidin. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, (Bandung: Alumni, 
1987), hlm. 72 
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Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan 
tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan 
pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang 
dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat 
dalam pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP. 
Selain di atas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidananya 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang 
yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam 
pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan 
sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan 
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 
ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 
normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. 
Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana 
terorisme menurut Pasal 1 butir 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan 
terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya barupa 
manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa 
subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang 
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didefīnisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau koorporasi dan kelompok 
tersebut yang terdiri dari sipil  maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, 
dan organisasi lainnya.  
Merujuk pada Pasal 1 angka 2 di atas, dapat dipahami mengenai subjek dari 
tindak pidana terorisme yaitu tidak hanya terbatas pada manusia sebagai pribadi, 
tetapi juga meliputi badan hukum atau korporasi. Hal ini berarti, Undang-Undang 
No. 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan penafsiran 
secara ekstensif mengenai subjek hukum. Selain itu, dalam undang-undang ini juga 
terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 13, 
sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau 
kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan: 1) Memberikan atau 
meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak 
pidana terorisme; 2) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; dan atau 3) 
Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.20 
Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 di atas ini, mengatur 
hukuman terhadap tindak pidana dalam hal terjadi penyertaan berbentuk 
perbantuan (medeplichtigheid) melakukan tindak pidana terorisme.21 Dalam 
penyertaan lain juga terlihat dalam Pasal 14 yang mengatur bentuk penyertaan 
penggerakan (uitlokking). Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 berbunyi 
:“setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, 
                                                          
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan 
Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 
21 Pengaturan hukuman terhadap pembantuan dalam Pasal 57 Ayat (2) KUHP tidak 
ditentukan batas minimum pemidanaan. Berbeda dengan Pasal 13 UUPTPT yang menentukan 
batas minimun dan batas maksimum pemidanaan. 
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Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup”. 
Hal lain terkait ketentuan pidana materil yang tidak diatur dalam UUPTPT 
tetap merujuk kepada KUHP, dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan ketentuan 
dalam KUHP berlaku juga bagi undang-undang lain kecuali jika oleh undang-
undang lain ditentukan lain. 
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BAB IV 
ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA TERORISME DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI 
INDONESIA 
 
Eksistensi tindak pidana terorisme sampai saat ini tak kunjung surut dan 
seakan-akan terus berkembang dan menjadi semakin kompleks di negara-negara 
lain. Di Indonesia pun akan berlaku problematika seperti ini akan terus berlangsung 
jika tidak ada penanganan serius dari pihak pemerintahan maupun dorongan 
pengawasan dari semua masyarakat. Hal ini senada pula dengan perbedaan definisi 
terorisme yang belum menemukan titik temu. Tapi yang memungkinkan bisa 
digarisbawahi bahwa terorisme adalah tindak pidana yang didasari atas sifat 
intoleran dan diwujudkan dalam bentuk kekerasan.    
Sedangkan jika terorisme dikaitkan dengan agama (khusunya agama Islam), 
maka dapat diperoleh pengertian bahwa hal tersebut bisa terjadi karena akibat 
kegagalan dalam memahami konsep jihad yang dingung-dengungkan oleh agama 
Islam. Penafsiran prematur tersebutlah yang akan menggiring mindset seseorang 
untuk melakukan perbuatan yang berakibat pada tindakan radikalis dengan 
mengatasnamakan agama. Realitas  ini semakin  menegaskan  bahwa radikalisme  
dan  terorisme  mengancam semangat  toleransi  beragama  yang  menjadi  ciri  khas  
Islam Indonesia. Berikut akan diuraikan secara analitis komparatif mengenai tindak 
pidana terorisme secara terperinci. 
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A. Terorisme menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. 
1. Terorisme menurut Hukum Pidana Islam 
Terorisme dalam Islam dikenal dengan istilah al-Irha>b, memiliki arti 
menciptakan ketakutan (akha>ffa) atau membuat kengerian dan kegentaran (Faz}a’a) 
yang merupakan mashdar dari fi’il Mad{li arhaba.
1 Term kata dari al-irha>b dalam berbagai derivasinya yang dapat diidentikkan 
dengan makna terorisme dapat ditemukan dalam berbagai teks-teks al-Qu’ran antara 
lain  
1. Qs. al- Anfal (8):60. 
 ِۦِهب َنُوبِهُْرت ْمُك َّوُدَعَو ِ َّللَّٱ َّوُدَع   
“..... kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu......” 
2. Qs. al- A’raf (7):116. 
   َُنيَْعأ ۟آوُرَحَس ۟اْوَقَْلأ ٓا َّمََلفٱ ِساَّنل  َوٱ ُهُوبَهَْرتْس ْم   ٍميِظَع ٍرْحِِسب وُٓءاَجَو   
  
“...Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan 
menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang 
besar (mena'jubkan).”   
  
3. Qs. al- Has}yr (59):13. 
 َكِل ََٰذ ۚ ِ َّللَّٱ َن ِ م مِهِروُدُص ِىف ًۭ َةبْهَر ُّدََشأ ُْمتَنَلَ ِب َنوُهَقْفَي َّلَّ ًۭ مْوَق ْمُهََّنأ    
“..... Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada 
Allah”. 
 
 
                                                 
1 Kasjim Salendal, “Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam”, Ulumuna, (Mataram) Vol. 
XIII Nomor 1 Juni 2009,hlm. 64. 
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Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
al-irha>b adalah menumbuhkan rasa takut dalam  hati musuh, yang pada akhirnya 
mendorong musuh untuk menyerah baik sebelum maupun setelah terjadi genjatan 
senjata.2 Dalam pandangan perspektif Hukum Pidana Islam nampaknya tindak 
Pidana terorisme lebih bersifat kasuistik yang bisa berubah-rubah bentuk sanksinya 
tergantung motif dan tujuan dilakukuannya. Walaupun secara umum berdasarkan 
persamaaan unsur-unsur terorisme bisa diqiya>skan kepada Jari>mah H}ira>bah, yaitu 
sama-sama memuat unsur gangguan keamanan dengan maksud tujuan 
menimbulkan rasa takut, mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan 
harta benda secara bergerombol dan bersenjata di daerah islam sendiri. Dengan 
demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledakkannya yang dilakukan 
oleh para teroris termasuk H}irābah.3 
Termasuk ke dalam unsur-unsur H}irābah yaitu:  
a. Menimbulkan rasa takut di jalanan, tetapi tidak merampas harta dan tidak 
membunuh.  
b. Mengambil harta tetapi tidak membunuh korbannya.  
c. Membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya.  
d. Merampas harta sekaligus membunuh korbannya.  
 
 Namun adakalanya tindak pidana terorisme harus diqiya>skan kepada jari>mah 
Bug}ha>t, yaitu ketika unsur gangguan keamanan dan mengadakan kekacauan dalam 
                                                 
2 Abu Azzam, Terorisme Bukan Jihad !!!, (Tangerang: Pustaka Compass, 2015), hlm. 137. 
3 M. Nurul Irfan dan Musyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 127.  
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hal ini diboncengi dan dilatarbelakangi oleh kejahatan sparatis yang berbasis politik 
dengan tujuan menentang dan ingin menggulingkan kekuasaan pemerintahan yang 
sah. Maka unsur-unsur yang harus terdapat dalam Jari>mah Bugha>t antara lain 
adalah : 
(1). Adanya pembangkangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang 
dipimpin oleh seorang pemimpin. 
(2).  Menggunakan kekuatan (power) dan terkoordinir dalam kesatuan 
organisasi. 
(3).  Terdapat tujuan yang ingin dicapai yakni pengambilalihan kekuasaan. 
 
2. Terorisme menurut Hukum Pidana Positif 
Pengertian terorisme menurut Hukum Positif Indonesia termuat dalam 
Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-undang, istilah terorisme dalam penjelasan umum Undang- undang No. 5 
Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah :  
     “Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan 
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, 
sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau 
tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan 
Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi 
bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, 
integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik 
nasional, regional, maupun internasional...”4 
                                                 
4 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
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Berdasarkan penggalan pasal diatas terorisme mengandung unsur pelaku 
kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, korban kecelakaan, Jadi, defīnisi 
terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
atau tekanan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut tehadap orang atau 
masyarakat secara maluas, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau peradaban 
bangsa mengancam pemerintah dan negara atau menghancurkan tatanan 
perdamaian dunia, menyebarkan dan menganjurkan kebencian serta menimbulkan 
korban manusia yang bersifat massal, dengan cara merampas hak asasi manusia 
atau kemerdekaan hidup atau hilangnya nyawa manusia dan harta benda orang lain 
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang 
strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik dan internasional dan 
merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.  
Adapun unsur-unsur tindak pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Positif 
berdasar pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang esensinya adalah 
dilakukan melaui tindakan kekerasan dan ancaman, merusak objek dan fasilitas 
umum, merampas harta dan kemerdekaan, menghilangkan nyawa, sehinnga 
menimbulkan korban secara masal kepada seluruh khalayak masyarakat luas dan 
memiliki tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa secara sistematis dan 
terencana. 
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B. Persamaan dan Perbedaan Terorisme menurut Hukum Pidana Islam dan 
Pidana Positif. 
1. Persamaan  
a. Persamaan dari segi tindak pidana 
Dari pengertian menurut kedua sistem Hukum tersebut diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa rumusan terhadap tindak pidana terorisme pada 
intinya adalah berupa aksi kekerasan yang disertai dengan ancaman dengan 
maksud untuk menakut-nakuti dan mencapai tujuan tertentu yang dapat 
menimbulkan jatuhnya banyak korban. Berdasarkan uraian pada Bab II dan 
Bab III, penyusun bisa menyimpulkan bahwa terdapat persamaan rumusan 
dan unsur-unsur tindak pidana terorisme baik dalam perspektif Hukum 
Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif, diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1) Dalam merumuskan definisi tindak pidana terorisme kedua sistem 
hukum ini memiliki rumusan yang pada intinya adalah sama yaitu 
didefinisikan sebagai aksi yang menimbulkan kekerasan dan ancaman 
teror dengan tujuan mencapai suatu target tertentu dan bisa 
menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (luka atau mati) secara 
massal. 
2) Dalam menentukan unsur-unsur pidana terorisme kedua sistem Hukum 
ini juga memilki kesamaan secara global yaitu sama-sama menyangkut 
tentang kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Menurut Hukum 
Pidana Islam unsur tindak pidana terorisme secara umum dalam hal ini 
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diqiya>skan kepada jari>mah H}ira>bah  yang memiliki unsur-unsur 
diantaranya adalah : tindakan kekerasan dan ancaman yang 
menggunakan senjata, menimbulkan kekacauan stabilitas keamanan 
dan mengakibatkan kerusakan di belahan muka bumi ini. Sedangkan 
menurut Hukum Pidana Positif berdasar Undang-undang No. 5 tahun 
2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki unsur-
unsur diantaranya adalah perbuatan melawan hukum yang esensinya 
adalah dilakukan melaui tindakan kekerasan dan ancaman, merusak 
objek dan fasilitas umum, merampas harta dan kemerdekaan, 
menghilangkan nyawa, sehinnga menimbulkan korban secara masal 
kepada seluruh khalayak masyarakat luas dan memiliki tujuan untuk 
menghancurkan kedaulatan bangsa secara sistematis dan terencana. 
 
b. Persamaan dari segi dasar dan ketentuan sanksi 
Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa menurut hukum 
pidana Islam sanksi yang dijatuhkan kepada subjek pelaku tindak pidana 
terorisme adalah bersifat kasuistik tergantung atas motif dan unsur-unsur 
tindak pidana yang menyertainya. Ketika kasus terorisme biasa maka 
dijatuhi hukuman jari>mah h}ira>bah yaitu paling ringan dijatuhi ta’zi>r penjara 
sampai dengan yang paling berat dihukum mati dan disalib. Sedangkan 
ketika masuk ranah terorisme politik maka dijatuhi hukuman jarimah 
Bugha>t yaitu paling ringan dita’zi >r penjara sampai yang paling berat 
diperangi dan dibunuh.  
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Menurut Hukum Pidana Positif yang berdasar Undang-ungdang No. 
5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sanksi paling 
ringan adalah penjara selama tiga tahun sampai sanksi yang paling berat 
yaitu hukuman mati. Persamaan yang bisa diperoleh dalam kedua sistem 
hukum ini adalah mengenai parameter ketentuan sanksi teringan dan 
terberatya memiliki kesamaan yaitu teringan hukuman penjara (ta’zi >r) dan 
terberat adalah hukuman mati walaupun dengan cara pelaksanaan yang 
berbeda. 
 
c. Persamaan dari segi pertanggungjawabannya 
Menurut hukum pidana Islam maupun Undang-undang No. 5 tahun 
2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa dalam setiap 
tindak pidana terorisme yang bisa ditindak lanjuti dan dimintai 
pertanggungjawaban adalah harus memenuhi unsur “pertanggungjawaban 
pidana”  bagi para pelaku tindak pidana terorisme. Walaupun kedua sistem 
hukum ini memiliki istilah yang berbeda dalam hal penentuan 
pertanggungjawaban pidana terorisme, tapi pada intinya adalah memiliki 
arti dan maksud yang kurang lebih sama.  Sebagai contoh dalam Hukum 
Pidana Islam unsur pertanggungjawaban pidana disebut sebagai ar-Rukn al-
Ada>bi (pelaku mukallaf) atau unsur moril. Artinya pelaku tindak pidana 
terorisme adalah yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat 
dipersalahkan, yaitu bukan dalam keadaan gila, anak-anak (belum dewasa), 
orang dungu, orang yang kehilangan kemauannya dan bukan karena dipaksa 
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ataupun terpaksa. Sedangkan menurut Hukum positif di Indonesia dalam hal 
ini mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
pemberantasan tindak pidana terorisme, unsur pertanggungjawaban tadi 
berkaitan erat dengan asas “Geen Straf Zonder Schuld” atau yang lebih 
populer dengan istilah asas “tiada pidana tanpa adanya kesalahan”. 
Kemudian persamaan yang bisa ditemui dalam kedua sistem Hukum ini 
adalah berkaitan dengan kuantitas subjek Hukum yang dikenai 
pertanggungjawaban pidana, yaitu baik menurut Hukum Pidana Islam 
maupun Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme sama-sama berpeluang dilakukan oleh pelaku tunggal 
(dilakukan secara sendiri tanpa melibatkan orang lain), bisa juga berpeluang 
dilakukan dengan melibatkan banyak pihak lain yeng telah terorganisir 
secara sistematis sebelumnya. 
 
2. Perbedaan  
a. Perbedaan dari segi tindak pidana 
Disadari ataupun tidak bahwa disamping terdapat persamaan yang 
mencolok pasti disertai pula perbedaan antara kedua sistem hukum ini 
dalam memandang tindak Pidana Terorisme. Karena kita telah ketahui 
sendiri bahwa terorisme merupakan kasus yang sangat kasuistik sehingga 
dalam perkembangannya pasti mengalami perubahan dan perkembangan 
baik motif ataupun bentuk aksi-aksinya. Dalam Hukum Pidana Islam istilah 
terorisme merupakan kosa kata baru yang dalam Fiqh belum ada pengaturan 
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dan pembahasan secara khusus mengenai hal ini. Sedangkan di Indonesia 
terorisme muncul pertama kali pada tahun 2001 berkenaan dengan kasus 
bom bali 1 yang memaksa pemerintah mengeluarkan perpu No. 1 Tahun 
2001 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang 
pemberantasan tindak pidana terorisme yang sekarang telah mengalami 
perubahan-perubahan menjadi UU No. 5 Tahun 2018 saat ini. Diantara 
perbedaan yang spesifik mengenai kedua sitem Hukum ini dalam 
memandang tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut : 
1) Dalam penjelasan undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
pemberantasan tindak pidana terorisme dijelaskan bahwa terorisme 
adalah  
   Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang 
dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman 
Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan 
target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, 
serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas 
Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi 
bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan 
negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan 
keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional...5 
 
Berdasarkan penggalan pasal diatas dapat kita pahami bahwa suatu 
perbuatan atau kejahatan bisa dianggap sebagai tindak pidana terorisme 
hanya khusus dalam hal mengancam keamanan negara atau perdamaian 
dunia, dengan ini ada sedikit kejanggalan yang dimaksud dalam pasal 
tersebut yang masih terlalu global. Tidak dijelaskan seperti apa keadaan 
                                                 
5 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
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yang disebut teror atau menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat 
luas, serta korban hasil dari tindak pidana tersebut. Karena dalam hal 
terjadinya perang disuatu negara atau daerah juga bisa menimbulkan rasa 
takut dikalangan masyarakat luas dan menimbulkan banyak korban. Jadi 
jika diamati lebih lanjut rumusan pengertian terorisme diatas, maka akan 
terlihat mencolok bahwa tindak pidana terorisme ini bukan murni sebuah 
kejahatan akan tetapi pasti ada intervensi politik yang memiliki 
kepentingan tertentu. 
2) Dalam pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme berbunyi sebagai berikut : 
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa 
takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang 
bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau 
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan 
kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, 
lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana mati. 
 
Dari bunyi pasal diatas dapat kita peroleh pemahaman bahwa yang 
menjadi korban dalam tindakan terorisme ini menurut Hukum Pidana 
Positif di Indonesia adalah korbannya harus melibatkan orang banyak 
karena sifatnya adalah massal. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam 
tidak ada ketentuan harus menimbulkan banyak korban ataupun korban 
tunggal. 
 Dalam pasal 5 UU no. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak 
pidana terorisme menyatakan bahwa : 
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“Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini 
harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi 
atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
 
Dari bunyi pasal diatas dapat kita pahami bahwa dalam kasus tindak 
pidana terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki ketentuan khusus 
bahwa kejahatan ini harus dikecualikan dan dianggap bukan sebagai 
tindak pidana politik serta dapat diekstradisi. Karena di Indonesia 
terdapat aturan hukum khusus yang menangani tentang tindak pidana 
politik yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
bagian II bab I mengenai kejahatan terhadap keamaanan negara.  
Ekstradisi sendiri adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik 
berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang 
dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau yang telah dijatuhi 
hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya oleh negara tempatnya 
melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang menuduh atau 
menghukum sebagai negara yang jelas memiliki yurisdiksi untuk 
mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut 
dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya. Dengan 
demikian, ekstradisi dapat dijadikan dasar sebagai sarana kerja sama 
internasional mencegah dan memberantas kejahatan.6 Sedangkan dalam 
Hukum Pidana Islam tindakan kekerasan yang bersifat politis atau pun 
tidak dianggap sebagai terorisme. Karena dalam Hukum Pidana Islam 
                                                 
6 Agus Riyanto, “Antara Ekstradisi dan Deportasi, dikutip dari binus-law.binus.a.id. diakses 
10 November 2018, hlm 1 
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terdapat pembagian terhadap tindak pidana terorisme yaitu pertama 
terorisme biasa yang dalam hal ini secara umum bisa diqiyaskan dengan 
jari>mah H}ira>bah, dan yang kedua yaitu terorisme politik yang dalam hal 
ini diqiyaskan dengan jari>mah Bug}ha>t yang memiliki tujuan sama-sama 
ingin mengkudeta atau menggulingkan pemerintahan yang sah. 
 
b. Perbedaan dari segi dasar dan ketentuan sanksi 
Dilihat dari segi dasar yang digunakan untuk menangani tindak pidana 
terorisme dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentu 
berbeda dan tak mungkin sama, walaupun tak menutup kemungkinan esensi 
dari kedua sistem hukum ini adalah serupa. Dasar atau sumber hukum utama 
yang digunakan sistem Hukum Pidana Islam dalam menangani tindak 
pidana terorisme  adalah al-Qur’an, Hadist, sedangkan dalam Hukum 
Pidana Positif menggunakan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dasar Ketentuan sanksi tindak 
pidana terorisme secara umum yang di qiya>s kan kepada Jari>mah H}ira>bah 
termuat dalam Q.S Al-Ma’idah ayat 33 : 
 ُلَّتَُقي َنأ ا داََسف ِضَْرْلَٱ ِىف َنْوَعَْسيَو ۥَُهلوُسَرَو َ َّللَّٱ َنُوبِراَُحي َنيِذَّلٱ ۟اُؤ
ٓ ََٰزَج اَمَّنِإ َْوأ ۟آو
 ِف ًۭ ىْزِخ ْمُهَل َكِل
ََٰذ ۚ ِضَْرْلَٱ َنِم ۟اْوَفُني َْوأ ٍف ََٰلِخ ْن ِ م مُُهلُجَْرأَو ْمِهيِدَْيأ َعََّطُقت َْوأ ۟آُوبَّلَُصي ى
  ميِظَع  بَاذَع ِةَرِخاَءْلٱ ىِف ْمُهَلَو ۖ َايْن ُّدلٱ 
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, 
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki 
mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka 
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didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-
Maidah[5]: 33). 
 
Sedangkan ketika terorisme memuat unsur politisasi dan 
separatisme maka disiyaskan kepada jari>mah Buhga>t maka Hukuman bagi 
pelakunya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an yang menerangkan 
kewajiban memerangi pemberontakan adalah firman-Nya : 
 
 ۟اوُحِلَْصَأف ۟اُوَلَتتْقٱ َنيِنِمْؤُمْلٱ َنِم ِنَاتَفِٓئاَط ِنإَو َب َلَع اَمُه َٰىَٰدِْحْإ ْتََْغَب  نَِإِف ۖ اَمَُهنْيٱ ى َٰىَرُْخْلَ
 ِ َّللَّٱ ِرَْمأ ٓ َٰىَِلإ َءٓىَِفت َٰىَّتَحْ ىِغََْبت ىِتَّلٱ ۟اُوِلت
ََٰقَف ْلِٱب اَمَُهنْيَب ۟اوُحِلَْصَأف ْتَْٓءَاف نَِإِف ۚ  ِلَْدع
 َنيِطِسْقُمْلٱ ُّبُِحي َ َّللَّٱ َِّنإ ۖ ۟آوُطِسَْقأَو 
 “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat [49] : 9) 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme memilki2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur 
dalam Pasal 6-15 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme Terorisme yakni :7 
1) Pidana pokok ; Mati atau Penjara 
2) Pidana Tambahan 
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
                                                 
7 Wiyono., Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
PemberantasanTindak Pidana Terorisme, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)., hlm.52 
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b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman putusan hakim 
d) Pembekuan korporasi 
e) Pencabutan izin korporasi 
f) Pelanggaran korporasi 
Agar mempermudah penjelasan penulis diatas, maka penulis membuat 
tabel rigkasan, sebagaimana berikut : 
No. Tindak Pidana Pasal Hukuman 
1. Tindak pidana yang 
selesai melakukan 
perbutan aksi teror dengan 
menimbulkan hilangnya 
nyawa, harta, dan merusak 
fasilitas publik . 
 
Pasal 6 Dipidana dengan 
pidana mati atau 
penjara seumur 
hidup atau penjara 
paling singkat 5 
tahun dan paling 
lama 20 tahun 
2. Tindak pidana dengan 
bermaksud menjalankan 
kejahatan tindak pidana 
terorisme 
 
Pasal 7 Hukuman pidana 
penjara Paling 
singkat 4 Tahun 
dan paling lama 
sampai 20 Tahun 
3. Melakukan perusakan 
fasilitas negara dengan 
Pasal 8 Hukuman pidana 
penjara Paling 
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maksud melakukan tindak 
pidana terorisme 
 
singkat 4 Tahun 
dan paling lama 20 
Tahun 
4. Melakukan penyertaan 
tindak pidana dengan 
menerima, memasukkan, 
membuatbahan peledak, 
senjata api dan bahan- 
bahan lainya yang 
berbahaya dengan maksud 
untuk melakukan tindak 
pidana terorisme  
 
Pasal 9 Dipidana dengan 
pidana mati atau 
penjara seumur 
hidup atau penjara 
paling singkat 3 
tahun dan paling 
lama 20 tahun. 
5. Sengaja menggunakan 
senjata kimia, senjata 
biologis, radiologi, 
mikroorganisme, 
radioaktif sehingga 
tercapainya suasana teror 
 
Pasal 10 Dipidana 
hukuman pidana 
mati atau penajara 
paling singkat 4 
tahun dan paling 
lama 20 tahun 
6. Melakukan pengumpulan 
dana dengan tujuan akan 
digunakan sebagian atau 
Pasal 11 Dipidana dengan 
hukuman pidana 
penjara paling 
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seluruhnya untuk 
melakukan tindak pidana 
terorisme 
singkat 3 tahun 
dan paling lama 15 
tahuun 
7. Melakukan tindak pidana 
dengan cara menerima, 
menyerahkan, 
mengunakan, mengubah, 
mencuri atau merampas 
bahan nuklir atau senjata 
api untuk melakukan 
intimidasi 
Pasal 12 Dipidana dengan 
hukuman pidana 
penjara paling 
singkat 3 tahun 
dan paling lama 15 
tahuun 
8. Melakukan delik bantuan 
atau penyertaan untuk 
mempermudah pelaku 
tindak pidana 
 
Pasal 13 Dipidana dengan 
hukuman pidana 
penjara paling 
singkat 3 tahun 
dan paling lama 15 
tahun 
9. Melakukan perencanaan 
atau menyuruh orang lain 
untuk melakukan tindak 
pidana terorisme 
 
Pasal 14 Dipidana dengan 
hukuman mati atau 
penjara seumur 
hidup 
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10. Melakukan pemufakatan 
jahat, percobaan atau 
bantuan tindak pidana 
 
Pasal 15 Hukuman 
disesuaikan unsur 
-unsur tindak 
pidana dalam pasal 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
pasal 6, 7, 8, 9, 
10,11, dan 12 
11. Setiap orang yang di luar 
wilayah 
RI Melakukan batuan 
kemudahan, sarana atau 
keterangan untuk 
terjadinya tindak pidana 
terorisme 
Pasal 16 Hukuman 
disesuaikan unsur 
-unsur tindak 
pidana dalam pasal 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
pasal 6, 7, 8, 9, 
10,11, dan 12 
 
Ukuran hukuman dalam hukum pidana positif yaitu teroris tidak 
dikeanai adanya hukuman denda (diya>t) melakainkan hanya hukuman 
penjara, selain teroris tidak melakukan tindak pidana Pendanaan yang dapat 
memperlancar suatu tindak pidana terorisme. Akan tetapi dalam hukum 
Islam jika seseorang yang telah membunuh maka ia harus dibunuh atau 
dengan membayar diya>t. Maka dalam hal ini Hukum Pidana Islam 
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mengenal istilah pemaafan korban yang bisa menggugurkan hukuman had 
dengan berganti hukuman diya>t dan ta’zi>r. Meskipun pembayaran diyat 
harus disetujui oleh para pihak ahli waris korban. Perbedaan yang mencolok 
juga bisa kita temukan pada rincian hukuman yang ditetapkan dalam kedua 
sistem hukum ini, baik dalam pidana Islam maupun pidana positif di 
Indonesia. Nampaknya Hukum Pidana Positif lebih merincikan secara detail 
mengenai sanksi-sanksi yang beragam tergantung akibat yang telah 
ditimbulkan. 
c. Perbedaan dari segi pertanggungjawaban 
Perbedaan pertanggungjawaban tindak pidana terorisme yang bisa 
kita temukan dalam kedua sistem Hukum ini diantaranya adalah mengenai 
bentuk subjek Hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Menurut Hukum Pidana Islam subjek Hukum pelaku tindak pidana 
terorisme hanya berupa manusia, karena dalam hal pertanggungjawaban 
sistem Hukum ini mengacu pada ada tidaknya pengetahuan terhadap 
perbuatan yang dilakukan (Idra>k), dan pilihan (Ikhtiya>r) bagi pelaku.  
Disamping itu juga berkaitan erat dengan penjatuhan sanksi pidana 
Islam yang hanya memungkinkan dibebankan kepada manusia saja sebagai 
pelaku tindak pidana terorisme. Sedangkan menurut Hukum Pidana Positif 
di Indonesia berdasar Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tnetang 
pemberantasan tindak pidana terorisme sunjek hukum pelaku tindak pidana 
terorisme bisa berupa orang (manusia) ataupun korporasi (badan hukum). 
Karena penjatuhan sanksinya bisa dibebankan kepada keduanya sekaligus. 
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Perbedaan lain bisa kita temukan pada pengklasifikasian subjek hukum 
pelaku tindak pidana terorisme. Hukum Pidana Islam mengelompokkannya 
menjadi dua bagian yaitu : Sya>rik Muba>syir (orang yang turut serta secara 
langsung dalam melakukan Jari>mah) dan Sya>rik Muta>sabbbib (orang yang 
turut serta secara tidak langsung dalam melakukan Jari>mah). Sedangkan 
dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia menurut Undang-undang No. 5 
Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 
mengklasifikasikan subjek hukum pelaku tindak pidana terorisme menjadi 
tiga bagian, yaitu : 1. Pelaku tunggal (Dader), 2. Plegger (orang yang 
melakukan), Doen Plager (orang yang menyuruh),  Made Plager (orang 
yang turut serta melakukan), Uit Locker (orang yang membujuk)8, 3. 
Medeplictiheid (orang yang membantu).9 
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam sistem Hukum 
Pidana Islam mengenal adanya pemaafan bagi pelaku yang menyerahkan 
diri sebelum tertangkap yang bisa mengggurkan had menjadi ta’zir atau 
hukuman dari pemimpin atau pemerintah dan tidak menganut asas Non 
retro-aktif (tindak pidana yang tidak berlaku surut). Sedangkan dalam 
Hukum Positif di Indonesia tidak mengenal konsep pemafaan seperti ini dan 
menganut asas Non retro-Aktif.. 
 
                                                 
8 Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
9 Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah dipaparkan secara rinci dan panjang lebar mengenai tindak 
pidana terorisme, maka diperoleh inti sari dalam penelitian ini yaitu : 
1. Tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan 
hukum positif di Indonesia 
Terorisme dalam Islam dikenal dengan istilah al-Irha>b, memiliki 
arti menciptakan ketakutan (akha>ffa) atau membuat kengerian dan 
kegentaran (Faz}a’a). Dalam perspektif hukum pidana Islam nampaknya 
tindak pidana terorisme lebih bersifat kasuistik yang bisa berubah-rubah 
bentuk sanksinya tergantung motif dan tujuan dilakukuannya. 
Walaupun secara umum berdasarkan persamaaan unsur-unsur terorisme 
bisa diqiya>skan kepada jari>mah h}ira>bah. Namun adakalanya tindak 
pidana terorisme harus diqiya>skan kepada jari>mah bug}ha>t.  
Dalam perspektif hukum pidana positif ketentuan terorisme 
daitur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu perbuatan melawan 
hukum yang esensinya adalah dilakukan melalui tindakan kekerasan 
dan ancaman,merusak objek fsilitas umum, merampas harta dan 
kemerdekaan, menghilangkan nyawa, sehingga menimbulkan korban 
secara masal kepada seluruh khalayak masyarakatluas dan memiliki 
tujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa secara sistematis dan 
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terencana. Mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana 
terorisme termuat dalam undang-undang diatas dalam pasal 
6,7,8,9,10,11,12, dengan ketentuan sanksi paling ringan hukuman 
penjara tiga tahun sampai hukuman yang paling berat yaitu hukuman 
mati.  
2. Persamaan dan perbedaan tindak pidana terorisme menurut hukum 
pidana Islam dan hukum positif di Indonesia 
Dalam merumuskan definisi tindak pidana terorisme kedua 
sistem hukum ini memiliki rumusan yang pada intinya adalah sama 
yaitu didefinisikan sebagai aksi yang menimbulkan kekerasan dan 
ancaman teror dengan tujuan mencapai suatu target tertentu dan bisa 
menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (luka atau mati) secara 
massal. Persamaan kedua sistem hukum ini juga bisa kita lihat pada 
penentuan hukuman maksimal dan minimalnya yang relatif serupa tapi 
tak sama yaitu hukuman paling ringan adalah penjara atau ta’zir dan 
paling berat adalah hukuman mati. 
Perbedaan yang mencolok dari kedua sistem hukum ini terlihat 
dari Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme 
tidak boleh dianggap sebagai tindak pidana politik sesuai isi dari pasal 5 
dalam undang-undang tersebut. Padahal dalam sisitem Hukum Pidana 
Islam tidak ada aturan khusus bahwa tindak pidana terorisme tidak 
boleh dianggap sebagai tindak pidana politik. Bahkan dalam islam 
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membagi tindak pidana terorisme menjadi dua bagian yaitu terorisme 
biasa (h}ira>bah) dan terorisme politik (bugha>t). 
Selain itu dalam hal perbedaan pertanggungjawaban tindak 
pidana terorisme yang bisa kita temukan dalam kedua sistem hukum ini 
diantaranya adalah mengenai bentuk subjek hukum yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Menurut hukum pidana Islam subjek 
hukum pelaku tindak pidana terorisme pada dasarnya hanya berupa 
manusia, karena dalam hal pertanggungjawaban sistem hukum ini 
mengacu pada ada tidaknya pengetahuan terhadap perbuatan yang 
dilakukan (Idra>k), dan pilihan (Ikhtiya>r) bagi pelaku. Namu jika 
dikhawatirkan bahwa korporasi yang terlepas dari pertanggungjawaban 
pidana tadi justru menjadi wadah bagi para pelaku tindak pidana 
terorisme penerusnya, maka dalam hal ini hukum pidana Islam bisa 
menjatuhkan sanksi kepada korporasi berupa penutupan atau 
pencabutan izin berdiri dengan metode sadd az{-Z{ari>’ah.. Sedangkan 
menurut hukum pidana positif di Indonesia berdasar Undang-undang 
No. 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme 
subjek hukum pelaku tindak pidana terorisme bisa berupa orang 
(manusia) ataupun korporasi (badan hukum). 
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B. Saran-saran 
Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka saran-saran dari 
penyusun yang bisa diberikan kepada para pembaca baik dari golongan 
masyarakat sipil ataupun pihak pemerintahan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk pemerintah sebaiknya menegakkan hukum secara tegas kepada 
siapapun tanpa memandang jabatan dan kekuasaan sehingga tercapai 
cita hukum Indonesia yang menjunjung martabat dan kemuliaan insan 
manusia. Serta memberikan edukasi dan pemahaman yang benar 
mengenai konsep pengorbanan dan jihad dalam agama di Indonesia 
yang termasuk dalam kategori plural. 
2. Untuk masyarakat sebaiknya ikut serta membantu pihak pemerintahan 
dalam menangani tindak pidana terorisme dengan terus mengawal 
kondisi sosial dan fenomena masyarakat yang terjadi sampai dengan 
pelaksanaan proses hukum agar tidak menyeleweng dan terbengkalai. 
3. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan bisa 
mengembangkan teori yang relevan saat ini dengan kasus dan gejala 
sosial dalam masyarakat dengan adanya solusi dan alternatif 
penanganan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.  
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius 
yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan 
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, 
terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga 
pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan 
berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;
b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia 
dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat 
yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan 
masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan 
kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan 
dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4284).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban 
yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital 
yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif 
ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, 
dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, 
gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam 
bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau 
masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom 
pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain 
yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud.
7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, 
dan budaya; atau
c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara 
umum.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan 
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badan hukum maupun bukan badan hukum.
11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 
Tindak Pidana Terorisme.
12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-
Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.”
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 5
Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana 
politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 6
Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang 
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang
bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang 
lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan
hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”
4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 10A
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, 
dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana mati.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan 
Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, 
bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti 
digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
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yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.”
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 12A
(1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau 
mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri 
dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi 
anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi 
Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun.
(3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 12B
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan 
militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, 
dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, 
dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk 
mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan 
tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
(4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak 
untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah 
terpidana selesai menjalani pidana pokok.”
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 13A
Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja 
menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut 
orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat 
mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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“Pasal 14
Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana 
Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, 
Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana
yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 
13A.”
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 15
Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk 
melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A 
dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan
huruf c, dan Pasal 13A.”
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 16A
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancaman 
pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).”
10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 25
(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana 
Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka 
dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan 
perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari.
(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak 
mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan 
negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap 
terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat
diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri 
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi 
manusia.
(8) Se tiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 28
(1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak
Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 
(empat belas) hari.
(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik
dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan
penyidik.
(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi 
prinsip hak asasi manusia.
(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
12. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 28A
Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu 
paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.”
13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 31
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman 
lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang 
sedang diperiksa; dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan
untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, 
serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat 
penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis 
penyidik atau atasan penyidik.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 
(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak 
Pidana Terorisme.
(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan 
dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika.”
14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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“Pasal 31A
Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang 
yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme 
dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan 
kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”
15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 33
(1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan 
beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi pelindungan oleh 
negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik 
sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”
16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 34
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut
umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas; dan
c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, 
hakim, dan petugas pemasyarakatan.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan 
aparat keamanan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
“Pasal 34A
(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan 
saksi beserta keluarganya berupa:
a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
b. kerahasiaan identitas;
c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka
dengan terdakwa; dan
d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat
komunikasi audio visual.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
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18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB VI
PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN”
19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 35A
(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Korban langsung; atau
b. Korban tidak langsung.
(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah 
tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan medis;
b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
c. santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
d. kompensasi.
Pasal 35B
(1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang 
meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan 
huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan 
saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya 
Tindak Pidana Terorisme.
(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi
yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 36
(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada 
Korban atau ahli warisnya.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada 
negara.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli 
warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan 
korban, dimulai sejak saat penyidikan.
(4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di 
bidang pelindungan saksi dan korban.
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(5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita 
Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
amar putusan pengadilan.
(7) Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, 
kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan 
saksi dan korban.
(8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada 
Korban tetap diberikan.
(9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa 
pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
(10)  Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga 
yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.”
21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga 
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36A
(1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh 
pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada
penyidik sejak tahap penyidikan.
(4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam 
tuntutan.
(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam 
amar putusan pengadilan.
(6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 36B
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran 
kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.”
22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
9/27
www.hukumonline.com/pusatdata
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan 
pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB 
VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:
“BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43A
(1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
(2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi 
secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan 
prinsip kehati-hatian.
(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. kesiapsiagaan nasional;
b. kontra radikalisasi; dan
c. deradikalisasi.
Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Nasional
Pasal 43B
(1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya 
Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan.
(2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan 
oleh Pemerintah.
(3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan 
di bidang penanggulangan terorisme.
(4) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan
masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana 
prasarana, pengembangan kajian Terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal 
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Terorisme.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi
Pasal 43C
(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan 
terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham 
radikal Terorisme.
(2) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(3) Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak 
langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Deradikalisasi
Pasal 43D
(1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan 
berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan 
membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
(2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a. tersangka;
b. terdakwa;
c. terpidana;
d. narapidana;
e. mantan narapidana Terorisme; atau
f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.
(3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang 
dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan 
terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan 
huruf d diberikan melalui tahapan:
a. identifikasi dan penilaian;
b. rehabilitasi;
c. reedukasi; dan
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d. reintegrasi sosial.
(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
a. pembinaan wawasan kebangsaan;
b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
c. kewirausahaan.
(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan 
identifikasi dan penilaian.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIIB
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Pasal 43E
(1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya 
disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis 
yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah 
penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme.
(3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik 
Indonesia.
Pasal 43F
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 
penanggulangan Terorisme;
b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang 
penanggulangan Terorisme; dan
c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Pasal 43G
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme bertugas:
a. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional
penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan 
deradikalisasi;
b. mengkoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
12/27
www.hukumonline.com/pusatdata
c. mengkoordinasikan program pemulihan Korban; dan
d. merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional
penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.
Pasal 43H
Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan 
Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Peran Tentara Nasional Indonesia
Pasal 43I
(1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari 
operasi militer selain perang.
(2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 43J
(1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan 
Terorisme.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
BAB VIIC
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43K
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme 
yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Pasal 43L
(1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini 
mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 
psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi 
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psikososial dan psikologis.
(2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan 
kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan 
psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
(5) Pemberian kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan 
urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
(6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan 
persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta 
pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
30. Pasal 46 dihapus.
31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang 
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 46A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 
pendanaan terorisme.
Pasal 46B
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung 
sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juni 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
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JOKO WIDODO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Juni 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 92
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
I. UMUM
Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan 
suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak
atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau 
fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan 
keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan 
manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.
Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki 
kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara 
yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi,
dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk 
menanggulanginya.
Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu 
serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara
dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat
oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.
Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan 
organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau 
organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana 
Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan 
berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, 
ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah 
pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan 
mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme 
yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional 
maupun internasional.
Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan
normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, 
rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. 
Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban 
untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.
Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan 
terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan 
secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh 
komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang 
dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi 
kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan
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dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana 
Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara
Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran 
Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas 
dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.
Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan 
kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk 
memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara 
proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan 
hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:
a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan 
Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, 
pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka 
waktu tertentu;
e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, 
penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan 
penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
f. pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi 
dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme; dan
h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, 
dan pengawasannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 5
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Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 6
Yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak.
Angka 4
Pasal 10A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud 
maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, dan citra.
Angka 5
Pasal 12A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestin yaitu rahasia,
diam-diam atau gerakan bawah tanah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelatihan lain" misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit 
bom. Yang dimaksud dengan "ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak 
langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 13A
Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" dalam ketentuan ini ditujukan bagi Setiap Orang yang 
terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja mengucapkan 
ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.
Angka 7
Pasal 14
Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.
Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah,
uang, atau janji.
Angka 8
Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, 
persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana 
yang telah selesai.
Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau 
menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau 
melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang 
secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme.
Angka 9
Pasal 16A
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia 
antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, 
dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia 
antara lain diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak 
direndahkan martabatnyasebagai manusia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 28A
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 31A
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas.
20/27
www.hukumonline.com/pusatdata
Angka 16
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 34A
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 35A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Korban langsung" adalah Korban yang langsung mengalami dan 
merasakan akibat Tindak Pidana Terorisme, misalnya Korban meninggal atau luka berat karena
ledakan bom.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Korban tidak langsung" adalah mereka yang menggantungkan 
hidupnya kepada Korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan 
Korban langsung atau sebaliknya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35B
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah,
swasta, dan organisasi nonpemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 20
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Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. 
Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak 
Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan 
rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 36A
Cukup jelas.
Pasal 36B
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 37
Dihapus.
Angka 23
Pasal 38
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Dihapus.
Angka 24
Pasal 39
Dihapus.
Angka 25
Pasal 40
Dihapus.
Angka 26
Pasal 41
Dihapus.
Angka 27
Pasal 42
Dihapus.
Angka 28
Pasal 43
Ketentuan ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan 
Korban.
Angka 29
Pasal 43A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah suatu asas yang 
menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang 
selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan pelindungan hukum dan hak 
perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43B
Cukup jelas.
Pasal 43C
23/27
www.hukumonline.com/pusatdata
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi" adalah berbagai 
upaya untuk melawan paham radikal Terorisme dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terencana" adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah melalui tahapan dan program tertentu.
Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah dilakukan secara terus-menerus
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal 
Terorisme" adalah orang atau kelompok orang yang memiliki paham radikal Terorisme dan 
berpotensi melakukan Tindak Pidana Terorisme.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat 
keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan 
sehingga dapat diketahui tingkat radikal Terorismenya.
Huruf b
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Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan 
tingkat radikal Terorisme seseorang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "reedukasi" adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar
meninggalkan paham radikal Terorisme.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
orang yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan 
masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 43E
Ayat (1)
Penyebutan "badan" yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 43F
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini "menyelenggarakan koordinasi" dimaksudkan untuk mencapai sinergi 
antarlembaga terkait.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 43G
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan antarpenegak hukum" adalah koordinasi yang dilakukan 
oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas 
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pemasyarakatan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 43H
Cukup jelas.
Pasal 431
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional 
Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang 
mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai 
Pertahanan Negara.
Ayat (3)
Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Pasal 43J
Cukup jelas.
Pasal 43K
Cukup jelas.
Pasal 43L
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum 
Undang-Undang ini mulai berlaku" adalah Korban yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme 
yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 46
Dihapus.
Angka 31
Pasal 46A
Cukup jelas.
Pasal 46B
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
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